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BAB I  
PENDAHULUAN 

I.  

1.1. LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) merupakan instrumen perencanaan strategis dalam mewujudkan 

pembangunan daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 

RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat 

penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dasar 

hukum penyusunan RPJMD diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD 

disusun untuk jangka waktu lima tahun, berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, Pasal 263 

dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa RPJMD merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, dan wajib ditetapkan 

paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah melalui Peraturan Daerah. 

Sebagai pedoman utama pembangunan daerah, RPJMD memiliki peran 

penting dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan prioritas 

pembangunan nasional, serta menjamin keterpaduan antarsektor dan antarlevel 

pemerintahan. Dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur, RPJMD 

menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan secara 

sistematis untuk menilai capaian, efektivitas kebijakan, dan merumuskan 

langkah-langkah perbaikan. Dalam implementasinya, penyusunan RPJMD juga 

mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan melalui mekanisme 

konsultasi publik, sehingga memperkuat legitimasi serta rasa memiliki terhadap 

arah dan hasil pembangunan. 

Lebih dari itu, RPJMD mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan 

seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial dalam satu 

kerangka kebijakan yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan 

terciptanya sinergi lintas sektor dan lintas pelaku pembangunan guna 

mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. 

Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, 

tetapi juga sebagai instrumen kebijakan strategis yang menjembatani 

kepentingan lokal dengan agenda pembangunan nasional dan global. 

Ketentuan normatif penyusunan RPJMD diperkuat melalui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara teknis tata 

cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan 
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ini memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun 

dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, termasuk RPJMD, agar 

selaras dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat dan daerah. 

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan 

daerah untuk periode perencanaan 2025–2029, diterbitkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menegaskan pentingnya keselarasan 

substansi antara RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta 

keterpaduan terhadap arah kebijakan nasional. 

Lebih lanjut, selain sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah 

terpilih, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 juga harus disusun 

dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–

2029. Penyelarasan ini meliputi harmonisasi kinerja, kesesuaian periode 

perencanaan, serta integrasi terhadap 17 Program Prioritas Nasional dan 8 

Proyek Quick Wins (Hasil Terbaik Cepat) yang menjadi fokus pemerintah pusat. 

Upaya ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan 

arah kebijakan nasional, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan 

pembangunan nasional jangka menengah. 

Konteks lokal penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–

2029 ditandai dengan terpilihnya pasangan Hendri Arnis dan Allex Saputra 

sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) Tahun 2024. Keduanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia 

Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 

100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Masa Jabatan 2025–2030. Sesuai dengan Pasal 261 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendekatan politis dalam perencanaan 

pembangunan daerah dilakukan melalui penerjemahan visi dan misi kepala 

daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD, yang dibahas dan disepakati 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 juga merupakan 

tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sebagaimana 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 

2024. Dalam konteks ini, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen arah 

pembangunan menengah daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah Tahun 2026. 
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Dengan kerangka regulatif yang kuat, keselarasan terhadap kebijakan 

nasional, dan berlandaskan visi kepala daerah terpilih, RPJMD Kota Padang 

Panjang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang 

efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, 

dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan 

nasional. 

Penyusunan RPJMD harus dilakukan dengan pendekatan yang rasional, 

operasional, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah perlu 

mengimplementasikan pendekatan teknokratis yang mengedepankan 

manajemen strategik, logic model, berpikir sistem, dan sistem dinamik dalam 

perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini akan memastikan bahwa 

RPJMD yang disusun dapat dioperasionalkan dengan baik dan menciptakan 

dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga menjadi 

acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung pada 

kehidupan masyarakat di daerah tersebut. 

Penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan 

teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. 

Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu: 

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang pemilihan Kepala Daerah 

sebagai proses penyusunan program pembangunan, di mana rakyat sebagai 

pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 

pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah. Dalam konteks 

ini, rencana pembangunan menjadi penjabaran dari agenda-agenda 

pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Daerah selama masa 

kampanye ke dalam RPJMD. Proses ini juga melibatkan pembahasan di 

DPRD yang merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Kepala 

Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 

kepada DPRD untuk dibahas, dengan tujuan memperoleh persetujuan 

bersama. Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (3) juga mengatur bahwa penyampaian 

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat dilakukan 90 

(sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dilantik. 

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan teknokratik dilaksanakan 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan 

lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk 

melaksanakan perencanaan pembangunan. Pendekatan ini menekankan 

pada aspek teknis dan ilmiah dalam menyusun program pembangunan, 

memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data dan analisis 

yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), pakar, dan 

narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi masyarakat 

dilakukan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan 

pembangunan, serta pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) sebagai pelaksana pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah 

untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat luas, menciptakan rasa 

memiliki terhadap program-program yang ada, serta menjamin keberlanjutan 

dan relevansi kebijakan yang diterapkan. 

4. Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, pendekatan ini dilaksanakan 

sesuai dengan jenjang pemerintahan, di mana kebijakan dan program 

pembangunan disusun secara bertahap dari pusat ke daerah (top-down) 

atau sebaliknya, dari bawah ke atas (bottom-up). Proses perencanaan ini 

kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan 

(musrenbang) yang menggabungkan hasil dari kedua pendekatan tersebut, 

dengan tujuan memastikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan 

kebijakan pemerintah pusat. 

5. Pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan holistik-tematik memandang 

pembangunan sebagai suatu kesatuan yang utuh (holistik) sambil tetap 

berfokus pada tema-tema prioritas (tematik). Pendekatan ini 

mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan, termasuk potensi, 

tantangan, dan masalah yang saling berkaitan. Ciri utama dari pendekatan 

ini adalah pandangan yang menyeluruh, penekanan pada tema-tema 

prioritas, penanganan yang terpadu, serta perhatian terhadap keterkaitan 

antar elemen pembangunan. Implementasi pendekatan ini dilakukan melalui 

analisis yang komprehensif, identifikasi tema-tema prioritas, pengembangan 

strategi yang terintegrasi, dan penyusunan program yang saling mendukung. 

6. Pendekatan Integratif, pendekatan integratif adalah metode perencanaan 

yang menggabungkan berbagai kewenangan dalam satu proses terpadu 

dengan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 

secara efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah 

untuk mengintegrasikan berbagai program dari perangkat daerah yang 

berbeda namun memiliki tujuan serupa, sehingga memfasilitasi koordinasi 

antar-sektor dan lintas-program. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan 

untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari tumpang 

tindih program, dan menciptakan sinergi antar program pembangunan yang 

ada 

7. Pendekatan Spasial, pendekatan spasial adalah metode perencanaan yang 

mempertimbangkan dimensi keruangan atau kewilayahan dalam 

merencanakan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode 

lima tahun. Pendekatan ini sangat penting dalam memastikan bahwa 
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pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau sektoral, tetapi 

juga pada penyebaran dan distribusi geografis yang merata. Pendekatan 

spasial memanfaatkan data geo-spasial untuk menentukan lokasi 

pembangunan, mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, serta 

mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Penerapan 

pendekatan ini erat kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), yang memberikan kejelasan lokasi dan memudahkan proses 

monitoring serta evaluasi pembangunan. 

Selanjutnya Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui 

gambar sebagai berikut : 
Gambar 1.1 

Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat 

 

 

Gambar di atas menggambarkan alur dan tahapan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis, mulai dari 

persiapan hingga penetapan Perda RPJMD. Berikut tahapan penyusunan 

RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

1. Persiapan Penyusunan RPJMD :  

a. Tahap awal dimulai dengan pembentukan Tim Penyusunan RPJMD 

yang terdiri dari tim koordinasi yang beranggotakan seluruh kepala 

Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang dan tim teknis yang 

bertugas untuk penyusunan dan penulisan dokumen. 

b. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra PD yang 

dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 

c. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data serta 

informasi yang relevan, termasuk hasil evaluasi capaian RPJMD 

sebelumnya, penelaahan RTRW, RPJMN, dan dokumen perencanaan 
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lainnya. 

d. Analisis dilakukan terhadap kondisi umum daerah, pengelolaan 

keuangan, serta kerangka pendanaan, guna mendapatkan gambaran 

menyeluruh situasi daerah. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan 

permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang akan 

menjadi dasar dalam perumusan tujuan, dan sasaran RPJMD sesuai 

dengan visi, misi Kepala Daerah terpilih. 

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD :  

a. Berdasarkan analisis dan rumusan masalah, disusun rancangan awal 

RPJMD yang memuat data dan informasi, penjelasan tentang visi, misi, 

tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, program prioritas daerah 

b. Pada tahap ini juga dilakukan penelaahan terhadap RPJPD Kota 

Padang Panjang Tahap 1 Tahun 2025-2045 sebagai acuan. 

c. Rancangan awal ini menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) SKPD. 

d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025- 

2029 pada tanggal 27 Maret 2025. 

e. Penyempurnaan Ranwal RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan 

forum konsultasi publik, kemudian Ranwal RPJMD disampaikan kepada 

DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama. 

f. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal 

RPJMD pada tanggal 14 April 2025 

g. Perbaikan hasil Pembahasan dengan DPR, kemudian disampaikan ke 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk di konsultasikan guna 

memperoleh masukan dan memastikan keselarasan Ranwal RPJMD 

Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan 

pada tanggal 2 Mei 2025. 

3. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 :  

a. Rancangan Awal hasil konsultasi dengan provinsi dismpurnakan 

menjadi Rancangan RPJMD kemudian dibahas dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD untuk memperoleh 

masukan dan penyempurnaan dari berbagai pemangku kepentingan. 

Musrenbang ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025. 

b. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita 

acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang 

mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. 

c. Penyempurnaan Rancangan RPJMD  berdasarkan hasil Musrenbang. 

4. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD :  

a. Rancangan RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil 
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musrenbang akan menjadi Rncangan Akhir RPJMD 

b. Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan tanggal 

19 Mei 2025. 

c. Rancangan akhir ini dilakukan Harmonisasi dengan Kanwil Kementerian 

Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 2025, 

guna mendapatkan Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan 

Daerah agar dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya. 

d. Penyempurnaan Rancangan Akhir berdasarkan hasil harmonisasi. 

5. Penetapan Perda RPJMD :  

a. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada 

DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama 

DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 

2025-2029. 

b. Pembahasan bersama Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. 

c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap 

Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. 

d. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah 

disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi 

untuk dievaluasi. 

e. Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029, setelah 

pelaksanaan evaluasi maka Pemerintah Kota melakukan 

penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. 

f. Penetapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 menjadi 

peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029. 

 

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

a. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggangti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
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Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2022 Nomor 4); 

f. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang  tentang Kota Padang 

Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 6975); 

g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang  Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833), sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan  

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5941); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
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Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6322); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

p. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional; 

q. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design 

Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

310); 

r. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96); 

s. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172); 

t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 

(Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19); 

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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x.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan 

dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114); 

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 

2021 Nomor 1419); 

bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

cc. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

dd. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4); 

ee. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-

2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri 

E.1); 

ff. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang 

Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang 

Tahun 2024 Nomor 4); 

 

 

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN 

RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA  

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen 

Rencana Pembangunan Lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di 

bawah ini: 
Gambar 1.2  

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Sektoral Lainnya 
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A. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-
2045 

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Padang 

Panjang adalah dokumen perencanaan yang merencanakan pembangunan 

daerah dalam jangka waktu panjang, yaitu 20 Tahun. RPJMD Tahun 2025-2029, 

merupakan pentahapan pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045 dengan tema 

pentahapan yaitu “Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”. RPJMD 

merinci langkah-langkah pembangunan yang lebih spesifik dan terukur selama 

lima tahun untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam RPJPD. Artinya, 

RPJMD harus menjadi implementasi jangka menengah dari RPJPD, dengan 

tetap memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD untuk 

memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Rumusan Visi RPJMD 

Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Kota Padang Panjang 

Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
 

Tabel 1. 1  
Penyelarasan Visi, Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 

dengan Visi, Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 
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Visi 
RPJPD 2025 - 2045 

Visi 
RPJMD 2025 - 2029 

PADANG PANJANG AGAMIS, 
MAJU, SEJAHTERA, DAN 

BERKELANJUTAN 

PADANG PANJANG KOTA SERAMBI 
MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN 

BERMARWAH 

Misi 
RPJPD 2025 - 2045 

Misi 
RPJMD 2025 - 2029 

Misi 1 :  
Mewujudkan sumber daya manusia 
yang berdaya saing melalui 
transformasi sosial 

Misi 1 :  
Mewujudkan Sumber Daya Manusia 
Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan 
Berdaya Saing Tinggi 

Misi 2 :  
Mewujudkan masyarakat sejahtera 
melalui transformasi ekonomi 

Misi 2:  
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang 
berkelanjutan berbasis Potensi Lokal 

Misi 3 :  
Mewujudkan transformasi tata kelola 
pemerintahan yang berintegritas dan 
adaptif 

Misi 3:  
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang  
melayani, akuntabel, profesional, transparan 
dan inovatif 

Misi 4 : 
Memantapkan Keamanan daerah 
tangguh, demokrasi substansial, dan 
stabilitas ekonomi makro daerah 

Misi 5 :  
Penguatan Ketahanan Sosial Budaya 
dan Ekologi Padang Panjang Kota 
Serambi Mekkah 

Misi 4 :  
Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang 
yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter 
Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat 

Misi 6 :  
Mewujudkan Pembangunan 
Kewilayahan yang Merata dan 
Berkeadilan Misi 5 :  

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan 
Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas 
Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang 
Panjang Kota hijau Berkelanjutan 

Misi 7 :  
Memantapkan Pembangunan Sarana 
dan prasarana yang berkualitas dan 
ramah lingkungan 

Misi 8 : 
Mewujudkan Kesinambungan 
Pembangunan Daerah 

 
 
 
 

B. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJM Nasional  dan RPJMD Provinsi 

Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang mempedomani RPJMN 2025-

2029 dengan dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 

20205-2029, Penyusunan RPJMD harus sejalan dan menyelaraskan tujuan serta 

sasaran pembangunan daerah dengan program-program nasional yang 

ditetapkan dalam RPJMN. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, memastikan 

pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional yang 

tertuang dalam Asta Cita, yaitu delapan prioritas pembangunan jangka 

menengah. Pembangunan antara pusat dan daerah harus terkoordinasi untuk 
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mencapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan. 

Hubungan secara substasi yang ada dalam RPJM Nasional, RPJMD 

Provinsi dan RPJMD Kota Padang Panjang terdapat benang merah yang saling 

terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan 

Kota Padang Panjang di bawah ini : 

Tabel 1. 2  
Penyelerasan Antara RPJMD Kota Padang Panjang dengan RPJM Nasional  

dan RPJMD Provinsi 

RPJMN Tahun 2025 - 2045 RPJMD Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 

2025 - 2029 

RPJMD Kota Padang 
Panjang Tahun 2025 - 

2029 

Visi Visi Visi 

BERSAMA INDONESIA MAJU 
MENUJU INDONESIA EMAS 

2045 

SUMATERA BARAT 
MADANI YANG MAJU 
DAN BERKEADILAN 

PADANG PANJANG 
KOTA SERAMBI MEKAH 

YANG MAJU, 
SEJAHTERA DAN 

BERMARWAH 

Asta Cita Program Prioritas 
Provinsi 

Program Prioritas 
Daerah 

Asta Cita 4:  
Memperkuat pem- bangunan 
sumber daya manusia (SDM), 
sains, teknologi, pendidikan, 
kesehatan, prestasi olahraga, 
kesetaraan gender, serta 
penguatan peran perempuan, 
pemuda, dan penyandang 
disabilitas. 
 

Misi 1 :  
Pendidikan Merata, 
Kesehatan Berkualitas 

Misi 1 :  
Mewujudkan Sumber 
Daya Manusia 
Berkualitas, Kreatif, 
Inovatif Berakhlak dan 
Berdaya Saing Tinggi 

Asta Cita 2: Memantapkan 
sistem 
pertahanan keamanan negara 
dan mendorong kemandirian 
bangsa melalui swasembada 
pangan, energi, air, ekonomi 
kreatif, ekonomi hijau, dan 
ekonomi biru 

Misi 2 :  
Lumbung Pangan 
Nasional dan Ekonomi 
Berkelanjutan 
Misi 3 :  
Nagari/Desa sebagai 
basis Kemajuan 
 
Misi 4 :  
Sumatera Barat Pusat 
Perdagangan dan Bisnis 
Sumatera Bagian Barat 
 
Misi 7 :  
ingkatkan Daya Saing 
Pariwisata dan Akselerasi 
Ekonomi Kreatif Untuk 
UMKM 

Misi 2 :  
Meningkatkan 
Perekonomian Daerah 
yang berkelanjutan 
berbasis Potensi Lokal 

Asta Cita 3 : Meningkatkan 
lapangan kerja yang 
berkualitas, mendorong 
kewirausahaan, 
mengembangkan in- dustri 
kreatif, dan melanjutkan 
pengembangan infrastruktur 
 

Asta Cita 5: Melanjutkan 
hilirisasi dan industrialisasi 
untuk meningkatkan nilai 
tambah di dalam negeri 

Asta Cita 6 : Membangun dari 
desa dan dari bawah untuk 
pemerataan ekonomi dan 
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RPJMN Tahun 2025 - 2045 RPJMD Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 

2025 - 2029 

RPJMD Kota Padang 
Panjang Tahun 2025 - 

2029 

pemberantasan kemiskinan 
 
 

Asta Cita 1: Memperkokoh 
ideologi Pancasila, demokrasi, 
dan hak asasi manusia (HAM) 

Misi 8 : Tata Kelola 
Pemerintahan Bersih dan 
Pelayanan Publik yang 
Efektif 

Misi 3 :  
Meningkatkan tata kelola 
pemerintahan yang  
melayani, akuntabel, 
profesional, transparan 
dan inovatif Asta Cita 7: Memperkuat 

reformasi politik, hukum, dan 
birokrasi, serta memperkuat 
pencegahan dan 
pemberantasan korupsi dan 
narkoba 

Asta Cita 8 : Memperkuat 
penyelarasan kehidupan yang 
harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya, serta 
peningkatan toleransi antar 
umat beragama untuk mencapai 
masyarakat yang adil dan 
Makmur. 

Misi 6 :  Membangun 
Kehidupan Beradat dan 
Berbudaya Berbasiskan 
Agama, Kearifan Lokal 
Melalui Dukungan 
Keluarga Yang 
Berkualitas 

Misi 4 :  
Mewujudkan Masyarakat 
Kota Padang Panjang 
yang Rukun, Aman, 
Berbudaya dan 
berkarakter Berbasis Nilai 
Agama, Adat Istiadat 

Asta Cita 3 : Meningkatkan 
lapangan kerja yang 
berkualitas, mendorong 
kewirausahaan, 
mengembangkan industri 
kreatif, dan melanjutkan 
pengembangan infrastruktur 
 

Misi 5 :  Membangun 
Infrastruktur Berkeadilan 
dan  Siap Tanggap 
Bencana 

Misi 5 :  
Mewujudkan Pemerataan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Peningkatan Kualitas 
Lingkungan hidup untuk 
menjadikan Padang 
Panjang Kota hijau 
Berkelanjutan 

 

C. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Tahun 2012-

2032 

RTRW merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur 

pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan 

kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 

86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah 

pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan 

perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD harus pula 

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan 

mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis 

sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, 

serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam 

RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. . 

Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin 

bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam 

RPJMD dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup 



 

 

 

 

 

RANCANGAN AKHIR RPJMD 
KOTA PADANG PANJANG 

TAHUN 2025-2029 
I-15 

PEMERINTAH KOTA 
PADANG PANJANG 

secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya 

dukung lingkungan secara berkelanjutan.  

 

D. Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan KLHS 

RPJMD Kabupaten/Kota 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen analisis 

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terintegrasi ke dalam kebijakan, 

rencana, dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 

7 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan KLHS 

sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). KLHS bukan sekadar pelengkap administratif, 

melainkan syarat substantif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum 

RPJMD dapat ditetapkan secara sah. 

KLHS berperan sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam 

merumuskan substansi RPJMD. Dokumen ini menyediakan informasi terkait 

daya dukung dan daya tampung lingkungan, capaian indikator TPB, serta isu 

strategis pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi KLHS diintegrasikan ke 

dalam perumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga 

indikator kinerja daerah. Dengan demikian, KLHS memastikan bahwa seluruh 

elemen dalam RPJMD berpijak pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan 

lingkungan hidup. 

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–

2029, integrasi KLHS menjadi landasan untuk merancang arah pembangunan 

daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

menjaga keseimbangan ekologis. Penyusunan KLHS dan RPJMD dilakukan 

secara simultan agar analisis keberlanjutan dapat langsung diadopsi dalam 

penyusunan program dan kegiatan. Ketentuan ini sejalan dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 

2017 yang mengharuskan RPJMD memuat hasil integrasi dokumen KLHS dan 

analisis pembangunan berkelanjutan. 

Dengan berpedoman pada KLHS, RPJMD diharapkan mampu menjamin 

bahwa pembangunan di Kota Padang Panjang berlangsung secara adil, inklusif, 

dan berkelanjutan. KLHS berkontribusi dalam meminimalkan risiko dan dampak 

negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan pembangunan, serta mendukung pencapaian 

TPB/SDGs di tingkat daerah. Hal ini menjadikan RPJMD sebagai dokumen 

strategis yang tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim, risiko bencana, 

dan ketimpangan sosial. 

 
E. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Sektoral 
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RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan teknis 

operasional sektoral. Renstra PD berfungsi sebagai penjabaran teknis RPJMD 

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap 

urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahunan. Setiap perangkat daerah menyusun Renstra PD di bawah koordinasi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hubungan ini 

memastikan bahwa program dan kegiatan sektoral yang dilaksanakan oleh 

masing-masing perangkat daerah tetap terarah pada pencapaian visi, misi, 

tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam implementasinya, 

RPJMD juga diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

tahunan, dan RKPD diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah tahunan. 
 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN  

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang memiliki maksud untuk 

memberikan arah terhadap pembangunan Kota Padang Panjang dalam kurun 

waktu dari tahun 2025-2029. RPJMD juga memberikan arah terhadap kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program 

perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program 

kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kota Padang 

Panjang  Tahun 2025-2045. 

Tujuan dari Penyusunan RPJMD, yaitu: 

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan 

permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas 

penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai 

pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Padang Panjang dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 

2025-2029; 

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 

5 (lima) tahun ke depan; 

3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 

Panjang terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-

masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada 

RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045; 

4. Untuk menjamin konsistensi dan sinergi antara prioritas 

pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan 

daerah, sehingga RPJMD dapat menerjemahkan dan 

mengadaptasi prioritas nasional sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi daerah; 
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5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi 

pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2025-2029; dan 

6. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang  Panjang sebagai dasar 

penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2025-

2029. 

  

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD 

Kota Padang Panjang 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) bab disajikan dalam 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang; 

1.2. Dasar hukum penyusunan; 

1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya; 

1.4. Maksud dan tujuan; dan 

1.5. Sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 

2.1. Aspek geografi dan demografi;  

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;  

2.3. Aspek Daya Saing Daerah; 

2.4. Aspek Pelayanan Umum; 

2.5. Standar Pelayanan Minimal; 

2.6. Kerjasama Daerah; 

2.7. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD 

provinsi di kabupaten/kota; 

2.8. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda; 

2.9. Gambaran Keuangan Daerah; dan 
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2.10. Permasalahan  Dan Isu Strategis 

2.10.1. Permasalahan pembangunan daerah 

2.10.2. Isu strategis daerah 

 

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

3.1. Subbab Visi,  Misi, Tujuan  dan  Sasaran 

3.1.1. Visi dan Misi; dan 

3.1.2. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 

3.2. Subbab Strategi, Arah  Kebijakan dan  Program Prioritas Pembangunan 

Daerah 

3.2.1. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan  

sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan 

3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. 

 

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

4.1. Subbab Program Perangkat Daerah 

4.1.1. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam 

mencapai kinerja pembangunan daerah; dan 

4.1.2. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029 

4.2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan 

4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 

melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(IKD) 

 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah 

pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian 

sasaran pembangunan di daerah. 



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-1

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

II

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografis

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah
Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha, mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu
Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur.
Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian
wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

Wilayah Luas
Ha %

Kecamatan Padang Panjang Barat 1.151,20 48,86
1.1 Balai Balai 37,56 1,59%
1.2 Bukit Surungan 79,72 3,38%
1.3 Kampung Manggis 489,1 20,76%
1.4 Pasar Baru 8,59 0,36%
1.5 Pasar Usang 42,49 1,80%
1.6 Silaing Atas 30,03 1,27%
1.7 Silaing Bawah 212,14 9,00%
1.8 Tanah Hitam 251,59 10,68%

Kecamatan Padang Panjang Timur 1.204,80 51,14
1.9 Ekor Lubuk 157,25 6,67%
1.10 Ganting 242,75 10,30%
1.11 Guguk Malintang 95,76 4,06%
1.12 Koto Katik 138,95 5,90%
1.13 Koto Panjang 229,58 9,74%
1.14 Ngalau 135,41 5,75%
1.15 Sigando 185,61 7,88%
1.16 Tanah Paklambiak 19,46 0,83%
Padang Panjang 2.300 100

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Secara administrasi Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai
berikut:
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a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah
Datar)

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah
Datar)

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah
Datar)

d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah
Datar)

Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Padang Panjang

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

2. Kondisi Geografis dan Peran Strategis Daerah
Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara 0° 27’ - 0° 32’

Lintang Selatan dan 100° 20’ - 100° 30’ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada
0026 48,30’ Lintang Selatan sampai dengan 0029’ 31,94 Lintang Selatan dan 100
020’ sampai dengan 1000 27‘ Bujur Timur (Revisi RTRW). Posisi Kota Padang
Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang
menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah
Datar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang
menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan
Provinsi Riau.

Kota Padang Panjang memainkan peran strategis sebagai salah satu
pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat. Dalam bidang perdagangan,
Pasar Pusat Padang Panjang telah berkembang menjadi simpul ekonomi yang
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melayani kebutuhan tidak hanya masyarakat kota, tetapi juga daerah sekitarnya
seperti Batipuh, X Koto, dan Kayu Tanam. Aktivitas distribusi barang dan jasa
dari pasar ini menciptakan efek multiplikatif terhadap ekonomi mikro kawasan,
memperkuat keterkaitan antarwilayah melalui rantai pasok lokal dan regional.

Di sektor pendidikan, Padang Panjang dikenal sebagai ‘Kota Pelajar’
yang menampung berbagai institusi pendidikan formal dan keagamaan
terkemuka. Keberadaan pesantren, sekolah umum, madrasah, hingga perguruan
tinggi menarik ribuan siswa dari kabupaten/kota lain di Sumatera Barat maupun
luar provinsi. Kota ini tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga
menciptakan ekosistem penunjang seperti asrama, rumah indekos, pusat literasi,
dan komunitas belajar yang memberi dampak ekonomi dan sosial kepada
masyarakat lokal maupun daerah tetangga.

Dalam sektor pariwisata, potensi Padang Panjang semakin diakui berkat
pengelolaan destinasi berbasis budaya, alam, dan sejarah. Kolaborasi dengan
kabupaten/kota sekitar, seperti Tanah Datar dan Agam, membuka peluang
pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis lintas wilayah. Aset seperti
Minang Fantasi, Museum Dokumentasi Islam, dan destinasi berbasis desa
wisata menjadi daya tarik unggulan. Peran kota sebagai pintu gerbang
wisatawan yang menuju kawasan dataran tinggi Sumatera Barat memperkuat
posisinya sebagai simpul pariwisata regional.

Dari sisi konektivitas, posisi geografis Padang Panjang sangat strategis
karena berada di jalur utama penghubung Kota Padang, Bukittinggi, dan
Payakumbuh. Aksesibilitas yang tinggi ini menjadikan Padang Panjang sebagai
titik transit penting dalam sistem logistik, distribusi barang, dan pergerakan orang
antarwilayah. Fasilitas transportasi yang terus berkembang, seperti terminal
regional dan rencana integrasi angkutan, memperkuat daya dukung kota sebagai
pusat distribusi.

Kontribusi lain yang tak kalah penting adalah dalam aspek pembangunan
wilayah dan layanan dasar. Melalui program pengembangan desa wisata dan
edukasi pertanian, kota ini turut menjaga kelestarian lahan dan memperkuat
ketahanan pangan regional. Di sisi lain, kemajuan layanan kesehatan—dengan
hadirnya rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan modern—serta
meningkatnya aktivitas sosial dan pelayanan kesejahteraan, menjadikan Padang
Panjang sebagai pusat layanan publik yang menjangkau masyarakat hingga ke
luar batas administrasi kota.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan
atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotik, udara dan sinar
surya atau matahari, mineral, bentang alam (landscape), panas bumi dan gas
bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun lingkungan hidup adalah
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sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola
sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan
dilakukan di Sumatera Barat hendaknya mempertimbangkan faktor lingkungan
dan sumber daya alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu
didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin
banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya
sumber daya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan
tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam
jangka panjang.

1. Sumber Daya Air
Sumber daya air yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa

air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur.

a. Daerah Aliran Sungai
Secara regional (konteks Provinsi), Kota Padang Panjang termasuk

dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS Akuaman pada bagian barat dan WS
Indragiri pada bagian timur.
• WS Akuaman pada bagian barat : WS akuaman terdiri dari beberapa aliran,

salah satu diantaranya yang berada di wilayah Kota Padang Panjang yaitu
aliran Sungai Andok.

• WS Indragiri pada bagian timur
Adapun secara lokal, Kota Padang Panjang terbagi atas 4 (empat) daerah

aliran sungai (DAS) meliputi:
- DAS Batang Anai berlokasi di bagian barat: seluas ± 380,80 Ha
- DAS Sungai Andok berlokasi dibagian tengah (barat): seluas ± 931,46 Ha
- DAS Batang Rupit berlokasi dibagian tengah (timur): seluas ± 939,47 Ha
- DAS Batang Sikakeh berlokasi di bagian timur: seluas ± 721,81 Ha

Terdapat terdapat 7 sungai di Kota Padang Panjang dengan total panjang
24,99 Km dan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur.
Kondisi sungai di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sungai di Kota Padang Panjang

No Nama Sungai Panjang
(km)

Lebar
Permukaan

(m)

Lebar
Dasar
(m)

Kedalaman
(m)

Debit Maks
(m3/dtk)

Debit Min
(m3/dtk)

1 Batang
Sibunian 2,91 1,711 1,313 0,301 0,230 0,046

2 Batang
Sikakeh 4,33 3,961 3,367 0,306 0,297 0,104

3 Sungai Talang 5,12 5,094 2,433 0,309 0,858 0,037

4 Batang
Sitabak 1,74 3,667 3,777 0,367 0,611 0,117

5 Batang Aia
Bakarek-karek 3,63 3,073 2,507 0,299 0,684 0,062
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No Nama Sungai Panjang
(km)

Lebar
Permukaan

(m)

Lebar
Dasar
(m)

Kedalaman
(m)

Debit Maks
(m3/dtk)

Debit Min
(m3/dtk)

6 Parik
Rumpang 3,64 2,584 1,470 0,278 0,604 0,035

7 Sungai Andok 3,62 11,567 8,600 0,533 2,776 0,833

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Wilayah Sungai (WS) Indragiri terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS)
sebagai berikut
• DAS Batang Anai :

Batang Anai (di bagian wilayah Indragiri Akuaman), merupakan sungai
strategis dengan total panjang 52 km. Hulu sungai terdapat buangan air
PLTA Singkarak dan muaranya berdekatan dengan Bandara Internasional
Minangkabau dan berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tanah dan
Kabupaten Pariaman. Bagian Barat Wilayah Kota Padang Panjang termasuk
ke dalam DAS ini, melewati daerah perbukitan, pertanian dan pemukiman di
beberapa titik. DAS batang anai ini dimanfaatkan untuk irigasi serta wisata
alam oleh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah ini. Bagian hilir
dari DAS ini

• DAS Sungai Andok :
Aliran sungai andok menerima beberapa anak aliran yang mengalir pada
wilayah Barat Kota Padang Panjang seperti Batang Air Putih, Batang Air
Bakarek-karek dan Parit Rumpang, sebagai berikut.
- Batang Air Putih. Sebagian besar daerah aliran sungai ini merupakan

wilayah hutan dan perbukitan dengan kontur yang terjal. Tingkat
kontaminasi yang masuk ke aliran ini relative lebih kecil.

- Batang Air Bakarek-karek. Hulunya berasal dari wilayah Sungai Talang
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan lahan
pertanian yang cukup luas. Aliran sungai ini mengalir pada wilayah pusat
kota yang merupakan kawasan padat penduduk, sehingga aliran ini
menerima bahan buangan yang cukup banyak dari berbagai aktivitas
masyarakat di sepanjang aliran sehingga potensi terkontaminasi dengan
bahan pencemar cukup tinggi pada aliran sungai ini.

- Parit Rumpang. Aliran sungai ini bersumber dari suatu aliran yang
berasal dari Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah
Datar, mengalir di pusat Kota Padang Panjang mulai dari bagian timur
Terminal Bus Regional Bukit Surungan ke arah Kelurahan Pasar Usang
dan hilirnya bertemu dengan Batang Bakarek-karek di Kelurahan
Kampung Manggis.

• DAS Batang Rupit
DAS ini berada di wilayah tengah Kota Padang Panjang. Sungai utama
yang berada pada DAS ini antara lain Sungai Talang, Batang Sitabak



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-6

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

dan Sungai Sibunian, disamping itu ada juga anak-anak aliran sungai
yang termasuk ke dalam DAS ini.

- Sungai Talang. Bagian hulu berasal dari wilayah Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar. Bantaran sungai berbentuk tebing terjal dengan
aliran yang cukup panjang melewati beberapa Kelurahan di Kota Padang
Panjang. Pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas air sungai ini
berasal dari bahan buangan aktivitas pertanian yang cukup luas di
sepanjang DAS, disamping itu kontaminan yang cukup besar juga
diterima aliran air kotor yang berasal dari aktivitas manusia di sepanjang
wilayah yang dilalui.

- Batang Sibunian. Aliran sungai ini berhulu di Kabupaten Tanah Datar,
mengalir ke wilayah Kota Padang Panjang mulai dari Bukit Kanduang,
Kelurahan Ganting sampai ke hilirnya di wilayah Batu Tagak di
Kelurahan Ekor Lubuk. Batang air ini merupakan aliran irigasi yang
mengairi cukup luas lahan pertanian dan perikanan. Disamping itu juga
menerima limpasan air dari sawah. Badan air ini juga menerima limbah
cair yang berasal dari pemukiman penduduk dan usaha/kegiatan yang
ada di sepanjang sungai.

- Batang Sitabak mempunyai banyak anak aliran seperti aliran dari mata
air bulaan, mata air pancuran karang, serta limpasan air pertanian dan
irigasi. Aliran sungai ini juga menerima aliran limbah dari pemukiman
penduduk.

• DAS Batang Sikakeh :
Aliran Batang Air Sikakeh dari hulu berasal dari pengairan irigasi
pertanian di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, masuk ke Kota
Padang Panjang di Kelurahan Sigando melalui Batang Air Solok Batuang
Atas, Solok Batuang Atas, Solok Batuang Bawah dan dua aliran irigasi di
Batang Arau. Bagian hilir anak-anak sungai ini berada di wilayah Guguk
Kuliling Kelurahan Ekor Lubuk dan seterusnya mengalir kearah Batipuh.

b. Air Tanah
Sumber air tanah yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa

air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai
sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur. Berdasarkan peta
hidrogeologi yang disusun oleh Sukrisno (1985) keterdapatan air tanah dan
produktivitas akuifer wilayah Kota Padang Panjang dikelompokkan sebagai
berikut:
1. Setempat Akuifer Produktif : Akuifer terdiri dari bahan pasiran, tidak menerus,

agak tebal dan keterusan sedang hingga tinggi. Muka air tanah tidak tertekan
umumnya terdapat pada kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan
tanah setempat. Secara administrasi termasuk Kelurahan Ganting, Sigando,
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Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk yang
meliputi areal seluas 1.433,31 Ha.

2. Produktivitas Akuiver Kecil : Aliran air tanah pada akuifer ini melalui celahan
atau rekahan bermacam batupasir atau ruang antar butir dari pelapukan
batuan tersebut. Meskipun secara umum produktivitasnya kecil, namun pada
daerah lembah atau zona pelapukan yang tebal masih dapat diharapkan
sumber air tanah yang cukup berarti. Di daerah lembah umumnya
mempunyai muka air tanah dangkal. Di Wilayah Kota Padang Panjang,
akuifer kecil terdapat di bagian Barat dan tengah. Secara administrasi akuifer
ini berada di wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung
Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru,
Balai‐Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis yang meliputi areal seluas
1.303,56 Ha.

3. Daerah Air Tanah Langka : Tersebar di Elevasi tinggi dan batuan padu. Di
Wilayah Kota Padang Panjang terdapat dibagian Selatan. Secara
administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanah Hitam yang meliputi areal
seluas 236,67 Ha.

Tabel 2.3
Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang

No. Klasifikasi Air
Tanah

Luas
(Ha) Persen Sebaran (Kelurahan)

1 Setempat Akuifer
Produktif 1.107,32 47%

Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik,
Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor

Lubuk.

2 Produktivitas
Akuifer Kecil 1.036,64 44%

Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas,
Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit

Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-
Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis

3 Daerah Air Tanah
Langka 188,48 8% Kelurahan Tanah Hitam

Jumlah 2.356,01

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

c. Mata Air
Berdasarkan data dari Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang

terdapat beberapa sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta, yaitu:
a) Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi

pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi
bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan
kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.
Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber
pompa dan gravitasi. (1) Sumber pompa berlokasi di Kelurahan Pasar Usang
dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan
konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan
kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt. (2) Sedangkan sumber
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gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona Air Minum Prima
(ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM)
karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas terpasang berkisar 10 l/dt
dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.

b) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan
Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan
kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan
sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.

c) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di
Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas
terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.

d) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku
sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum
rata-rata 10 l/dt.

e) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan
hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar
10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.

f) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860
mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1
l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan
sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang

No Sumber Air
Dikelola /

dimanfaatkan
oleh

Potensi air
(m3/hari) Lokasi

1
Sumur MCK RT, 09
Kelurahan Bukit
Surungan

100 jiwa 12 Kelurahan Bukit Surungan

2 Sumur Al Birr 50 jiwa 6 Kelurahan Bukit Surungan
3 Bula’an Dakek 50 jiwa 6 Kelurahan Kampung Manggis
4 Sumur MCK Amanah 150 jiwa 18 Kelurahan Kampung Manggis
5 Bula’an 1300 jiwa 156 Kelurahan Sigando
6 Mata Air Timbarau 500 jiwa 60 Kelurahan Sigando

7 Sumur MCK
Sampang Labuah

50 jiwa 6 Kelurahan Sigando

8 Mata Air Lubuak
Gadang

500 jiwa 60 Kelurahan Ekor Lubuk

9 Mata Air Lubuak
Masjid

1000 jiwa 120 Kelurahan Ekor Lubuk

10 Pincuran Gucci 100 jiwa 12 Kelurahan Ganting

11 Pincurang Guang
Koto

100 jiwa 12 Kelurahan Ngalau

12 Mato Aia Sago 50 jiwa 6 Kelurahan Ngalau
13 Bula’an 200 jiwa 24 Kelurahan Koto Panjang
14 Pincuran Basi 100 jiwa 12 Kelurahan Koto Panjang

15 Mato Aia Surau
Anduang

200 jiwa 24 Kelurahan Koto Panjang



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-9

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

No Sumber Air
Dikelola /

dimanfaatkan
oleh

Potensi air
(m3/hari) Lokasi

16 Pincuran Kalimpariak 200 jiwa 24 Kelurahan Koto Katik
17 Pincuran Tarian 50 jiwa 6 Kelurahan Guguk Malintang

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk
dimanfaatkan, yaitu:
1. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
2. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
3. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
4. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari
PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur
dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah
pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 2.2
Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023

Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024

2. Sumber Daya Tambang
Dari Hasil survey diketahui bahwa Kota Padang Panjang memiliki potensi

batu kapur (Batu gamping) berbatasan dengan jalur Bukit Barisan. Sebaran batu
gamping di wilayah administrasi kota Padang Panjang terletak pada sisi Selatan
di sepanjang Bukit Tui secara geologi termasuk Batu gamping. Sebaran batu
gamping ini menerus hingga ke Kabupaten Tanah Datar. Sehingga secara
administratif sebaran sumber daya batu gamping ini berada pada dua daerah,
yaitu: Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan
berdasarkan status lahan menurut status kawasan hutan, daerah ini berada pada
Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Lindung (HL). Dari hasil perhitungan
dengan metode garis kontur pada daerah batasan perhitungan sumber daya
seluas 818 Ha, maka didapatkan sumber daya batu gamping sejumlah
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6.144.663.609 ton (ρ = 2,4 ton/m3) Sumber daya ini ditutupi oleh tanah penutup
dengan volume 10.298.870 m3 (P3E Sumatra, 2021).

Potensi Tambang di Kota Padang Panjang berupa Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP) mineral bukan logam yang berupa batu kapur. Kawasan
tambang eksisting berlokasi di Bukit Tui (bagian selatan Kota Padang Panjang)
yang termasuk dalam Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Tanah Hitam.
Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang dapat dilihat pada
gambar dibawah ini :

Gambar 2.3 Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang
 

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Potensi Tambang Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.5 Potensi Ekosistem Karst Padang Panjang

Lokasi Eksokarst Endokarst Geologi

Kelurahan
Kampung
Manggis

• Bukit Karst • Gua karst batu
Batirai

• Aliran air bawah
tanah

• Speleotem
(Flowstone,
Colum, Curtain,
Gordyn, stalaktit,
Stalakmit)

• Biota Gua Karst
(landak Gua,
Serangga semut,
Burung seriti,
pacet Siamang)

Formasi batu gamping
Hablur/ mengkristal, Pre
tersier dengan ciri karst
membentuk punggungan
tajam berwarna putih ampai
abu-abu dan kelabu
gelap/kotor. Umumnya
pejal dan berongga
beberapa tempat terdapat
kekar ada yang berlapis
berumur Perm. Sama juga
dengan Formasi batu
gamping hablur yang
berada 7 kilometer sebelah
utara danau singkarak
mengandung fosil
Schwgerina. SP yang
disterminasikan oleh darwin
Kadar direktorat geologi 8
Desember 1972
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Lokasi Eksokarst Endokarst Geologi

menunjukkan umur Perm
(sama dgn kamang, barat,
singkarak,)

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

3. Potensi Keanekaragaman Hayati
Kota Padang Panjang didominasi daerah dengan topografi bergelombang

dan curam. Hal ini disebabkan karena secara geografis wilayah kota {adang
Panjang terdapat pada daerah perbukitan, dikelilingi oleh tiga buah gunung (G.
Marapi, G. Singgalang dan G. Tandikek), serta wilayah bukit kapur (Bukit Tui)
yang menyatu dengan Bukit Barisan. Selain itu, wilayah ini juga dialiri sungai
Batang Anai dan sungai lainnya yang memiliki karakteristik sungai daerah hulu
yang cenderung mempunyai aliran air yang deras sehingga membentuk
cekungan pada daerah perbukitan yang dilaluinya.

Secara garis besar bentuk-bentuk ekosistem yang bisa dijumpai di
wilayah Padang Panjang adalah :

a. Ekosistem hutan perbukitan Kota Padang Panjang dikelilingi oleh
hutan perbukitan. Ekosistem hutan perbukitan bisa dijumpai di daerah
Kelurahan Koto Katik, Koto Panjang, Tanah Hitam, Kampung Manggis
dan Silaing Bawah. Hutan perbukitan tersebut masih menyatu dengan
hutan yang ada di sekitarnya seperti hutan di kawasan Cagar Alam
Lembah Anai, maupun daerah berhutan lainnya di sepanjang aliran
Batang Anai dan perbukitan Bukit Barisan. Kondisi ini menjadikan
ekosistem perbukitan yang ada di Kota Padang Panjang masih
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan hutan
perbukitan ini menjadi daerah tangkapan air yang akan mensuplai
kebutuhan air pertanian pada wilayah yang ada di sekitarnya.

b. Ekosistem Bukit Kapur. Kota Padang Panjang dikenal sebagai
penghasil batu kapur yang cukup baik. Daerah bukit kapur pada
daerah Bukit Tui sudah menjadi daerah ekploitasi bukit kapur sejak
zaman dahulu. Secara alami bukit kapur dikelompokkan sebagai
kawasan Karst yang merupakan salah satu tipe ekosistem yang
rentan mengalami kepunahan karena adanya eksploitasi berlebihan.
Padahal pembentukan kawasan karst yang terkadang ditandai juga
dengan keberadaan goa dengan batuan stalaktit dan stalagnit yang
indah membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan karena
keunikannya pada beberapa tempat menjadi daya tarik wisata.

c. Ekosistem kebun dan perladangan. Ekosistem kebun dan
perladangan merupakan ekosistem buatan karena campur tangan
manusia yang intensif dalam membentuk dan mengelolanya. Kebun
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dan perladangan cukup luas di Padang Panjang dan sebagian besar
terletak pada wilayah pinggiran. Sebagian besar ditanami dengan
tanaman perkebunan seperti karet dan kulit manis. Pada bahagian
lain masih dijumpai sisa-sisa tumbuhan asli yang ada di sana seperti
beringin (Ficus benjamina)

d. Ekosistem pekarangan. Kawasan pemukiman atau peruntukan
perumahan di wilayah Kota Padang Panjang mempunyai luas lebih
kurang 581,80 Ha (RTRW 2012-2032). Angka ini lebih luas
dibandingkan luas pemukiman dan pekarangan dalam Profil
Keanekaragaman Hayati Tahun 2011 yang hanya mencatat luas
pemukiman dan bangunan seluas 334 Ha. Ekosistem pekarangan
yang dijumpai ada yang bersifat semi alami dengan tumbuhan yang
ditanam masih bercampur dengan tumbuhan liar dan tanaman
tumbuh langsung di tanah, namun juga ada yang sudah sangat
artifisial dengan tanaman ditanam di dalam pot sementara lahan
pekarangan sudah ditutupi dengan semen

e. Ekosistem sawah. Pada data RTRW Padang Panjang Tahun 2012-
2032, luas areal persawahan tercatat seluas 556,06 Ha. Luas ini jauh
berkurang dibandingkan luas areal persawahan pada tahun 2011
yang mencapai 690 Ha. Pengurangan luas ini sangat terkait dengan
bertambahnya areal terbangun seperti pemukiman.

f. Ekosistem sungai. Sama halnya seperti pekarangan, daerah aliran
sungai di Kota Padang panjang ada yang masih sangat alami (seperti
aliran Sungai Batang Anai), namun juga ada daerah bantaran sungai
yang telah dimodifikasi dengan semen. Walaupun secara estetika
penataan daerah sempadan sungai dengan batuan memberikan hasil
yang baik, namun secara alami juga ikut mempengaruhi aliran sungai
sehingga bisa mempercepat aliran air yang nantinya mengakibatkan
hal yang lebih serius. Terdapat empat daerah aliran sungai yang ada
di Kota Padang Panjang dengan aliran yang relatif masih sangat baik.
Pada beberapa bagian terdapat aliran sungai yang dimanfaatkan
sebagai ikan larangan, namun pada beberapa bagian juga dijumpai
sungai yang sangat tercemar dengan adanya sampah pada aliran
sungai.

g. Ekosistem kolam. Kolam merupakan ekosistem buatan yang
didominasi oleh air. Sumber air bisa berupa aliran air dari sungai
maupun air resapan dari daerah sekitarnya. Pada wilayah Kota
Padang Panjang masih bisa dijumpai kolam-kolam sederhana dengan
pinggiran kolam masih berupa tanah dan ditumbuhi oleh gulma
tanaman seperti eceng gondok (Eichornia crassipes), maupun kolam
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yang telah ditata dengan pinggirannya dari semen. Sebagian besar
kolam ditujukan untuk budidaya ikan seperti ikan mas (Cyprinus
carpio) dan mujair (Tylaphia mozambica)

4. Penggunaan Lahan
Kota Padang Panjang memiliki bentang alam yang bervariasi. Kota

Padang Panjang dikelilingi oleh bukit di sebelah selatan timur dan barat dengan
penggunaan lahan non terbangun, sedangkan kawasan terbangun berlokasi di
bagian tengah, cenderung memiliki bentang alam yang datar. Penggunaan lahan
di Kota Padang Panjang yang terbesar untuk lahan pertanian dengan luas 1.350
Ha atau 58,70 persen. Adapun rincian penggunaan lahan di Kota Padang
Panjang dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.6
Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya

Jenis Penggunaan Luas Wilayah
(Ha)

Persentase terhadap
Luas Kota

I. Lahan Pertanian 1350 58,70
a. Sawah/ Wetland 484* 24,00
b. Tegal/ Kebun/ Garden 264 11,48
c. Ladang/ huma/ Farm Land/ Bareland 95 4,13
d. Hutan Rakyat/Woods Forest 213 9,26
e. Kolam/ Tebet/ Empang/Water Pond/

Fish Pond 87 3,78

f. Sementara Tidak Diusahakan/ Not
Cultivated Land 139 6,04

II. Lahan Bukan Pertanian/ Non Agriculture
Land 950 41,30

Padang Panjang 2300 100

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025,

*ATR BPN

5. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat

berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa
potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara
lain:
1) Pusat pelayanan kota meliputi:

- Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian
Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai,
dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan

- Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan
Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.
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2) Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal
yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi:
- Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan

dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul
transportasi berupa terminal;

- Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting
dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;

- Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing
Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan
jasa;

- Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang
dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;

- Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk
dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.

3) Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan
tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan
perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar,
hanya meliputi + 31,09 persen dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya
dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi
bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini
bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang
cukup besar.

C. Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan
hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu,
daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia
menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (ecosystem services) sebagai
metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam
banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap
tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh millenium
assessment pada Tahun 2005. Di mana jasa ekosistem didefinisikan sebagai
manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alami
yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa
ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa
pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting).
Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga
secara total terdapat 20 klasifikasi jasa ekosistem (De Groots, 2002), seperti
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa
Ekosistem Definisi Ruang Lingkup Pengertian

Fungsi Penyediaan (Provisioning)
1 Pangan Hasil laut, pangan

dari hutan
(tanaman dan
hewan), hasil
pertanian &
perkebunan untuk
pangan, hasil
peternakan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan
yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
(tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah
maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-
jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi di antaranya
seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam
buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan
pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian
dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan
termasuk pangan dari hutan.

2 Air bersih Penyediaan air
dari tanah
(termasuk
kapasitas
penyimpanannya)
, penyediaan air
dari sumber
permukaan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu
ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air
permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas
penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian,
industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat
dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah
atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta
faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air
tanah seperti penutup lahan.

3 Serat (fiber) Hasil hutan, hasil
laut, hasil
pertanian &
perkebunan untuk
material

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-
potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang
yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang
meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan,
hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat
mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke
dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3)
serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan
karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian &
perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi
dan industri serta bio-chemical.

4 Bahan bakar Penyediaan kayu Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik
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Klasifikasi Jasa
Ekosistem Definisi Ruang Lingkup Pengertian
(fuel) bakar dan bahan

bakar dari fosil
yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara
serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air
mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas
bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang
berasal dari biomassa minyak tanaman seperti minyak
sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam
tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan
terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga
alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk
lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan
tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan
ataupun penutup lahan.

5 Sumber daya
genetik

Pembibitan
hewan, tanaman
dan bioteknologi
(bahan obat dan
biokimia)

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik
yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi
kesejahteraan manusia. Sumber daya genetik berhubungan
erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun
fauna, di mana keanekaragaman hayati yang tinggi akan
diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah.
Ketersediaan dan distribusi sumber daya genetik ditentukan
oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan
penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi
penyediaan sumber daya genetik dimanfaatkan sebagai
sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
semakin beragam dan kompleks

Fungsi Pengaturan (Regulating)
1 Pengaturan

iklim
Pengaturan suhu,
kelembaban dan
hujan,
pengendalian gas
rumah kaca &
karbon

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan
iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan
hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan
karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh
keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan
faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk
lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat
dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan
memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang
bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon
dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak
pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan
perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

2 Pengaturan
tata aliran air
& banjir

Siklus hidrologi,
serta infrastruktur
alam untuk
penyimpanan air,
pengendalian
banjir, dan
pemeliharaan air

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air
dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan
(evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan
(presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang
terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan,
terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi,
evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di
biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran
permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut.
Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada
pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam
kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir,
dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air
dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh
keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

3 Pencegahan
dan
perlindungan
dari bencana

Infrastruktur alam
pencegahan dan
perlindungan dari
kebakaran lahan,
erosi, abrasi,
longsor, badai
dan tsunami

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur
pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan
perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya
bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam
dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan
tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan
lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki
liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari
bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu
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bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap
sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan
longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan
denudasional dengan morfologi perbukitan.

4 Pemurnian air Kapasitas badan
air dalam
mengencerkan,
mengurai dan
menyerap
pencemar

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan”
pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang
berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan
pemurnian air secara alami (self purification) memerlukan
waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban
pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas
bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga
kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan
menyerap pencemar meningkat

5 Pengolahan
dan
penguraian
limbah

Kapasitas lokasi
dalam
menetralisir,
mengurai dan
menyerap limbah
dan sampah

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam
menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah.
Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki
kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam
air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba
(aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang
terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik
yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran
bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem
dan berperan dalam proses menetralisir, mengurai dan
menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur,
protozoa, ganggang.

6 Pemeliharaan
kualitas udara

Kapasitas
mengatur sistem
kimia udara

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat
yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara. sangat
dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang
diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis
(angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan
ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas
pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa
pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi
dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik
dibanding dengan daerah non vegetasi.

7 Pengaturan
penyerbukan
alami
(pollination)

Distribusi habitat
spesies
pembantu proses
penyerbukan
alami

Penyerbukan alami (pollination) adalah proses
berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik)
yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau
antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau
di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem
menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami
khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat
membantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti
hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media
spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

8 Pengendalian
hama &
penyakit

Distribusi habitat
spesies trigger
dan pengendali
hama dan
penyakit

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk
atau organisme pengganggu yang disebut hama karena
dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau
ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis
yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat
menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami
menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit
melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali
hama dan penyakit.

Fungsi Budaya (Cultural)
1 Tempat

tinggal &
ruang hidup
(sense of
place)

Ruang untuk
tinggal dan hidup
sejahtera,
“kampung
halaman” yang
punya nilai
sentimental

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia
khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang
hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan
yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan
baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa
ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara
sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan
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geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih
besar.

2 Rekreasi &
ecotourism

Fitur lansekap,
keunikan alam,
atau nilai tertentu
yang menjadi
daya tarik wisata

Ekosistem menyediakan fitur lanskap, keunikan alam, atau
nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai
macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna
serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam
ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para
wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak
keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang
besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap
nilai jasa budaya rekreasi dan ecotourism.

3 Estetika Keindahan alam
yang memiliki
nilai jual

Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah,
pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa
keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan
dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang
budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika
yang telah diberikan oleh ekosistem.

Fungsi Pendukung (Supporting)
1 Pembentukan

lapisan tanah
&
pemeliharaan
kesuburan

Kesuburan tanah Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama
yang ada di planet bumi serta merupakan kunci
keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis
kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil
pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang
bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung
partikel batuan atau mineral, bahan organik ( senyawa
organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan
unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik
dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem
memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan
tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar
lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk,
dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang
tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh
keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan
penutup tanah.

2 Siklus hara
(nutrient)

Kesuburan tanah,
tingkat produksi
pertanian

Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang
terintegrasi dari pergerakan/ pemindahan energi dan hara
di dalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan
atmosfer, biosfer, geosfer dan hidrosfer. Energi yang
dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan
dari proses yang terjadi pada biosfer yaitu proses
fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-
unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam
tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi
dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik
langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik.
Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh
tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang
bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis
tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh
terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian
yang tinggi

3 Produksi
primer

Produksi oksigen,
penyediaan
habitat spesies

Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa
produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi
oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan
makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada
kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen
sekaligus mengurangi kadar karbon dioksida dan populasi
udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang
menyerap karbon dioksida untuk pembuatan makanan
(fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah
gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk
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beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat
spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan
berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.

4 Biodiversitas Perlindungan
plasma nutfah

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati
(biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber,
termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem
akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang
merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup
keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan
ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora
fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin
tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Ada 4 Profil jasa dalam penentuan DDDTLH yaitu:

1. Profil Jasa Penyediaan
Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh

ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jenis layanan atau
jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan
oleh ekosistem seperti:
a. Jasa penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk

dimanfaatkan.
b. Jasa penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang

dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh:
produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat
dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia
yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).

c. Jasa penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi
spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan
bakar, atau bahan dasar.

d. Jasa penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies
dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk
pengobatan dan spesies ornamental.

Rata-rata DDDTLH jasa penyediaan Kota Padang Panjang berada pada
kategori sangat tinggi dan tinggi mencapai 52,57% dari luas wilayah. Hampir
semua jenis jasa penyediaan berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi
kecuali jasa penyediaan bahan bakar DDDTLH jasa penyediaan dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.8 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan

No Nama Jasa
Penyediaan

Persentase Luas DDDTLH
Sangat Tinggi
dan Tinggi Sedang Rendah dan

Sangat Rendah
1 Pangan 38,95% 41,16% 19,89%
2 Air Bersih 75,20% 4,91% 19,89%
3 Serat 52,58% 27,53% 19,89%
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No Nama Jasa
Penyediaan

Persentase Luas DDDTLH
Sangat Tinggi
dan Tinggi Sedang Rendah dan

Sangat Rendah
4 Bahan Bakar 44,28% 8,00% 47,71%
5 Sumber Daya Genetik 51,86% 4,33% 43,81%

Rata-rata 52,57% 17,19% 30,24%
Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

2. Profil Jasa Pengaturan
DDDTLH untuk jasa pengaturan di Kota Padang Panjang rata-rata juga

berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Semua jenis jasa berada pada
kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali jasa penguraian limbah dan jasa
penyerbukan alami yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah,
seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pengaturan

No Nama Jasa Pengaturan
Persentase Luas DDDTLH

Sangat Tinggi
& Tinggi Sedang Rendah &

Sangat Rendah
1 Iklim 52,00% 0,29% 47,71%
2 Tata Aliran Air dan Banjir 75,69% 2,16% 22,15%
3 Perlindungan Bencana 75,69% 0,52% 23,80%
4 Pemurnian Air 67,47% 25,46% 7,08%
5 Penguraian Limbah 29,08% 32,31% 38,61%
6 Kualitas Udara 52,29% 47,71% 0,00%
7 Penyerbukan Alami 55,27% 0,41% 44,32%
8 Pengendalian Hama 36,75% 15,03% 48,22%

Rata-rata 55,53% 15,49% 28,99%
Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

3. Profil Jasa Budaya
Jasa budaya di Kota Padang Panjang pada umumnya mempunyai

kategori rendah dan sangat rendah dengan rata-rata 64,22%, seperti terlihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Budaya

No Nama Jasa Budaya
Persentase Luas DDDTLH

Sangat Tinggi &
Tinggi Sedang Rendah &

Sangat Rendah
1 Tempat Tinggal 17,15% 2,47% 80,38%
2 Ekoturisme 43,90% 0,44% 55,67%
3 Estetika (Alam) 37,47% 5,91% 56,62%

Rata-rata 32,84% 2,94% 64,22%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
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4. Profil Jasa Pendukung
Jasa pendukung mempunyai kategori sangat tinggi dan tinggi di Kota

Padang Panjang. Rata-rata untuk kategori tersebut adalah 56,96% dari luas
wilayah Kota Padang Panjang.

Tabel 2.11
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung

No Nama Jasa Pendukung
Persentase Luas DDDTLH

Sangat Tinggi
& Tinggi Sedang Rendah &

Sangat Rendah
1 Pembentukan Tanah 71,22% 21,49% 7,30%
2 Siklus Hara 47,86% 44,84% 7,30%
3 Produksi Primer 71,51% 21,71% 6,78%
4 Biodiversitas 37,26% 14,86% 47,88%

Rata-rata 56,96% 25,72% 17,31%
Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Daya dukung dan daya tampung yang digunakan mengacu kepada peta
dan data daya dukung dan daya tampung (DDDT) air nasional yang dikeluarkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) melalui Keputusan Menteri LHK
Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya
Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Wilayah kajian dibagi menjadi 2 kelas
yaitu DDDT air belum terlampaui dan sudah terlampaui.

Berdasarkan metode yang ditetapkan oleh Kepmen tersebut, Pemerintah
Kota Padang Panjang melalui Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan
Hidup menyusun DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2022 dengan skala
peta yang sesuai dengan Kota Padang Panjang sebagai kota kecil. Hasil analisis
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.3. Berdasarkan analisis
tersebut, secara umum daya dukung dan daya tampung air di Kota Padang
Panjang sudah berada pada status terlampaui. Dari 16 kelurahan di Kota Padang
Panjang, terdapat 10 kelurahan yang sudah terlampaui daya dukung dan daya
tampung airnya. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang
Panjang untuk melakukan upaya-upaya konservasi air di Kota Padang Panjang.
Berikut gambaran daya tampung air di Kota Padang Panjang :

Tabel 2.12
Profil DDDT Air Kota Padang Panjang

Kelurahan
Pendud
uk By
Grid

Ketersedia
an Air

(m3/Tahun
)

Kebutuha
n Air

Domestik
(m3/Tahu

n)

Kebutuha
n Air
Lahan

(m3/Tahu
n)

Total
Kebutuha

n Air
(m3/Tahu

n)

Selisih
Kebutuha

n Air
(m3/Tahun

)

Amba
ng Air

Status
Amba
ng Air

Status Air

Kel. Balai 6.212 266.614,31 4.969.600,
00 17.112,21 4.986.712,

21

-
4.720.097,

90
332 -5.880 Terlampaui

Kel. Bukit
Surungan 2.621 904.004,59 2.096.800,

00
530.767,6

4
2.627.567,

64

-
1.723.563,

04
1.131 -1.490 Terlampaui

Kel. Ekor Lubuk 2.672 2.280.986,
94

2.137.600,
00

3.591.123,
10

5.728.723,
10

-
3.447.736,

16
2.856 184 Belum

Terlampaui

Kel. Ganting 3.305 3.182.433,
89

2.644.000,
00

4.106.251,
82

6.750.251,
82

-
3.567.817, 3.983 678 Belum

Terlampaui
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Kelurahan
Pendud
uk By
Grid

Ketersedia
an Air

(m3/Tahun
)

Kebutuha
n Air

Domestik
(m3/Tahu

n)

Kebutuha
n Air
Lahan

(m3/Tahu
n)

Total
Kebutuha

n Air
(m3/Tahu

n)

Selisih
Kebutuha

n Air
(m3/Tahun

)

Amba
ng Air

Status
Amba
ng Air

Status Air

93

Kel. Guguk
Malintang 7.084 1.336.017,

53
5.667.200,

00
1.036.604,

39
6.703.804,

39

-
5.367.786,

85
1.670 -5.414 Terlampaui

Kel. Kampung
Manggis 7.666 6.392.367,

52
6.132.800,

00
511.940,9

8
6.644.740,

98
-

252.373,45 8.016 350 Belum
Terlampaui

Kel. Koto Katik 1.271 2.996.284,
34

1.016.800,
00

557.107,7
8
1.573.907,

78
1.422.376,

56 3.758 2.487 Belum
Terlampaui

Kel. Koto Panjang 4.712 2.632.040,
49

3.769.600,
00

440.088,9
2
4.209.688,

92

-
1.577.648,

43
3.285 -1.427 Terlampaui

Kel. Ngalau 3.286 1.582.908,
81

2.628.800,
00

2.453.513,
01

5.082.313,
01

-
3.499.404,

20
1.978 -1.308 Terlampaui

Kel. Pasar Baru 1.667 46.198,70 1.333.600,
00 7,29 1.333.607,

29

-
1.287.408,

59
58 -1.609 Terlampaui

Kel. Pasar Usang 3.925 778.585,86 3.140.000,
00

322.482,7
8
3.462.482,

78

-
2.683.896,

93
973 -2.952 Terlampaui

Kel. Sigando 2.055 1.856.627,
67

1.644.000,
00

2.502.666,
90

4.146.666,
90

-
2.290.039,

23
2.321 266 Belum

Terlampaui

Kel. Silaing Atas 2.574 795.846,83 2.059.200,
00

289.598,2
1
2.348.798,

21

-
1.552.951,

38
995 -1.579 Terlampaui

Kel. Silaing Bawah 6.445 3.111.428,
38

5.156.000,
00

364.272,6
0
5.520.272,

60

-
2.408.844,

22
3.889 -2.556 Terlampaui

Kel. Tanah Hitam 3.710 3.369.639,
55

2.968.000,
00 33.070,37 3.001.070,

37 368.569,17 4.205 495 Belum
Terlampaui

Kel. Tanah Pak
Lambik 1.870 110.598,16 1.496.000,

00 6.207,99 1.502.207,
99

-
1.391.609,

83
138 -1.732 Terlampaui

Kota Padang
Panjang 61.075 31.642.584 48.860.00

0
16.762.81

6
65.622.81

6
-

33.980.232 39.588 -
21.487 Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Gambar 2.4
DDDT Air Kota Padang Panjang

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, 2025
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Kota Padang Panjang, seperti banyak kota di Indonesia, menghadapi
tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakatnya yang terus
berkembang. Dalam rangka untuk merencanakan infrastruktur air yang efisien
dan berkelanjutan, pemahaman yang jelas tentang proyeksi kebutuhan air di
masa depan menjadi sangat penting.

Tabel 2.13
Proyeksi DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025 – 2029, 2025

Tabel 2.12 yang disajikan di atas bertujuan untuk memberikan gambaran
yang terperinci tentang proyeksi kebutuhan air di Kota Padang Panjang dalam
beberapa tahun mendatang. Analisis proyeksi ini dapat memberikan landasan
yang kokoh bagi kebijakan pengelolaan air di masa depan, termasuk alokasi
sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan langkah-langkah konservasi
yang tepat. Dengan demikian, diharapkan bahwa tabel ini akan menjadi alat yang
berharga bagi para pemangku kepentingan dalam upaya untuk menjaga
ketersediaan air yang memadai bagi penduduk Kota Padang Panjang.

Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk
menyediakan kebutuhan pangan bagi populasinya secara berkelanjutan.
Berdasarkan analisis proyeksi luas sawah dilindungi (LSD) dan perkiraan
produksi padi berdasarkan data produktivitasnya, diprediksikan daya dukung
pangan (beras) Kota Padang Panjang tidak akan mencukupi kebutuhan
konsumsi beras hingga Tahun 2045, seperti terlihat pada Tabel 2.13. Proyeksi ini
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi padi di Kota Padang Panjang
tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi
beras. Penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan oleh urbanisasi dan
perubahan penggunaan lahan turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, faktor-
faktor eksternal seperti perubahan iklim dan degradasi tanah juga berperan
dalam menurunkan produktivitas lahan sawah.
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Tabel 2.14
Analisis Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten

di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Gambar 2.5
Daya Dukung Pangan Kota Padang Panjang

Sumber : DDDTLH Kota Padang Panjang, Tahun 2022
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D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu
wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan
melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan
ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan
perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara
makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan
pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan
infrastruktur.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah,
telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan
Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem
yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan
dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan,
yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Di Kota Padang
Panjang, skor IKP cukup bervariatif dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari grafik
di bawah ini:

Gambar 2.6
Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi
selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 82,32,
namun mengalami penurunan menjadi 79,58 pada 2021, yang dipengaruhi oleh
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dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 mencatat sedikit peningkatan menjadi
79,82, menunjukkan upaya pemulihan yang masih terbatas. Pada 2023, indeks
melonjak signifikan ke 89,58, mengindikasikan perbaikan besar dalam ketahanan
pangan. Namun, pada 2024 indeks kembali turun ke 87,05, meskipun tetap lebih
tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu isu krusial dalam ketahanan pangan adalah Prevalensi
Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, yaitu indikator yang menunjukkan
persentase populasi di suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
energi minimum harian sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Indikator ini
menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat kerawanan pangan serta
mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang
cukup dan bergizi. Semakin tinggi angka prevalensi ini, semakin besar risiko
ketidakcukupan konsumsi pangan, yang dapat berdampak pada kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nilai Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Gambar 2.7
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang

Tahun 2020-2024

Sumber : Https://sumbar.bps.go.id, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dalam lima tahun terakhir, prevalensi
ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Padang Panjang mengalami perubahan
yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 6,05, kemudian
meningkat menjadi 6,40 pada tahun 2021 dan terus naik hingga 7,13 di tahun
2022. Kenaikan ini mencerminkan kondisi yang kurang baik, karena semakin
tinggi angka prevalensi, semakin banyak penduduk yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan energi harian mereka. Namun, pada tahun 2023, angka
tersebut mulai menurun menjadi 6,81, dan di tahun 2024 mencapai 5,33, yang
menunjukkan perbaikan dalam akses dan ketersediaan pangan. Penurunan ini
merupakan perkembangan positif, karena mengindikasikan bahwa lebih banyak
masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan gizi hariannya.
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Gambar 2.8
Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)

Sumber : Https://sumbar.bps.go.id, 2025

Berdasarkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan tahun
2024 di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang mencatat angka 5,33,
yang merupakan nilai terendah dibandingkan daerah lain di provinsi ini. Angka ini
menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi
kebutuhan energi minimum harian di Kota Padang Panjang lebih kecil
dibandingkan wilayah lain, yang mengindikasikan kondisi ketahanan pangan
yang lebih baik.

2. Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara atau wilayah untuk
menjamin ketersediaan energi yang cukup, andal, berkelanjutan, dan terjangkau
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Daerah dengan ketahanan energi tinggi cenderung memiliki konsumsi listrik per
kapita yang lebih tinggi karena energi tersedia secara cukup dan terjangkau
untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Konsumsi listrik per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.15
Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang 2020-2024

Uraian Satuan
Tahun

2020 2021 2022 2023 2024
Listrik Terjual
(KWH)

Kwh 67.896.622 70.370.661 71.312.900 73.218.899 74.732.075

Jumlah
penduduk

jiwa 56.311 56.971 57.850 58.627 59.453

Konsumsi listrik
per kapita (kwh/
orang)

Rp. 1.206 1.235 1.233 1.249 1.257

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

Gambar 2.9 Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang,
2020-2024

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

Berdasarkan data di atas konsumsi listrik per kapita di Padang Panjang
menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode
2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita tercatat 1.206
kWh per orang, seiring dengan peningkatan jumlah listrik terjual dan
pertumbuhan penduduk, angka ini naik menjadi 1.235 kWh per orang di tahun
2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan konsumsi per kapita
menjadi 1.233 kWh per orang, meskipun jumlah listrik terjual dan populasi
meningkat. Hal ini bisa mengindikasikan adanya faktor efisiensi penggunaan
listrik atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Tren kembali meningkat
pada tahun 2023 dan 2024, dengan konsumsi listrik per kapita masing-masing
1.249 kWh dan 1.257 kWh per orang. Meskipun fluktuatif, secara keseluruhan
konsumsi listrik per kapita dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan
sebesar 51 kWh, menunjukkan adanya peningkatan akses dan ketergantungan
masyarakat terhadap energi listrik.

3. Ketahanan Air
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Berdasarkan data dari Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang
terdapat beberapa sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta, yaitu:
a) Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi

pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi
bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan
kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.

b) Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber
pompa dan gravitasi. Sumber ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang
dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan
konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan
kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt.
Sedangkan sumber gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona
Air Minum Prima (ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air
Minum (BPPSPAM) karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu
kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas
terpasang berkisar 10 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.

c) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan
Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan
kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan
sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.

d) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di
Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas
terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.

e) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku
sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum
rata-rata 10 l/dt.

f) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan
hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar
10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.

g) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860
mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1
l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan
sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang

No Sumber Air
Dikelola /

dimanfaatkan
oleh

Potensi air
(m3/hari) Lokasi

1 Sumur MCK RT, 09
Kelurahan Bukit
Surungan

100 jiwa 12
Kelurahan Bukit Surungan
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No Sumber Air
Dikelola /

dimanfaatkan
oleh

Potensi air
(m3/hari) Lokasi

2 Sumur Al Birr 50 jiwa 6 Kelurahan Bukit Surungan
3 Bula’an Dakek 50 jiwa 6 Kelurahan Kampung

Manggis
4 Sumur MCK

Amanah 150 jiwa 18 Kelurahan Kampung
Manggis

5 Bula’an 1300 jiwa 156 Kelurahan Sigando
6 Mata Air Timbarau 500 jiwa 60 Kelurahan Sigando
7 Sumur MCK

Sampang Labuah 50 jiwa 6 Kelurahan Sigando

8 Mata Air Lubuak
Gadang 500 jiwa 60 Kelurahan Ekor Lubuk

9 Mata Air Lubuak
Masjid 1000 jiwa 120 Kelurahan Ekor Lubuk

10 Pincuran Gucci 100 jiwa 12 Kelurahan Ganting
11 Pincurang Guang

Koto 100 jiwa 12 Kelurahan Ngalau

12 Mato Aia Sago 50 jiwa 6 Kelurahan Ngalau
13 Bula’an 200 jiwa 24 Kelurahan Koto Panjang
14 Pincuran Basi 100 jiwa 12 Kelurahan Koto Panjang
15 Mato Aia Surau

Anduang 200 jiwa 24 Kelurahan Koto Panjang

16 Pincuran
Kalimpariak 200 jiwa 24 Kelurahan Koto Katik

17 Pincuran Tarian 50 jiwa 6 Kelurahan Guguk
Malintang

Sumber : DIKPLHD Kota Padang Panjang Tahun 2023

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk
dimanfaatkan, yaitu:
5. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
6. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
7. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
8. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari
PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur
dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah
pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 2.10
Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023
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Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum jaringan Perpipaan
adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum
melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria : Rumah tangga
menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; Lokasi sumber air minum
berada di dalam atau di halaman rumah; Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Capaian Akses air minum Jaringan
perpipaan Kota Padang Panjang bersumber dari PDAM dan jaringan perpipaan
yang dikelola oleh masyarakat melalui program sanimas dengan cakupan
layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Padang Panjang

Tahun 2020-2024

Uraian
Persen Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah penduduk yang dilayani
air minum perpipaan 45.935 48.360 51.704 53.186 59.272

Jumlah penduduk 56.311 56.971 57.850 58.627 59.453

Persentase Pelayanan Air Minum 81,57% 84,89% 89,38% 90,72% 99,70%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang menggunakan air
minum perpipaan selalu meningkat dari tahun ke tahun (81,16% pada Tahun
2019 dan terus meningkat menjadi 90,72% pada Tahun 2023. Hal ini sejalan
dengan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus meningkatkan



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-32

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

cakupan pelayanan air minum melalui program sambungan rumah air minum
gratis setiap tahun.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang
bisa memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada
suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik ditandai dengan suasana
yang bisa membuat orang merasa nyaman tinggal di tempatnya sendiri. Menurut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021
tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu
wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas
Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Kualitas
Air Laut.

Kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang dikelompokkan ke dalam
5 kelompok yaitu:

1. Kualitas Air
Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan

kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam
suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil
pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan
data hasil pengukuran langsung dari badan air. Perhitungan IKA mengacu
kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun
2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA mengacu kepada 8
(delapan) parameter air, yaitu TSS, pH, DO, COD, BOD, Total Fosfat, Nitrat dan
Fecal Coli. Capaian IKA Kota Padang Panjang dari Tahun 2020-2024 dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.11 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Padang Panjang Tahun 2020-
2024
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Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang,

2025

Dari gambar di atas dapat dilihat pada nilai IKA Kota Padang Panjang
sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi, Pada
Tahun 2021, nilai IKA mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu 31,86.
Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan nilai IKA menjadi 46,07 dan Tahun
2023 meningkat lagi menjadi 47,21, namun tahun 2024 kembali turun menjadi
34,65 penurunan ini disebabkan secara geografis seluruh ruas sungai yang
berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada
Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang
Panjang yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam
pengelolaan pengendalian pencemaran air. Hal ini dibuktikan dengan sudah
tercemarnya sungai di Kota Padang Panjang dari hulu. Faktor lain yang
menyebabkan turunnya capaian IKA adalah masih rendahnya kesadaran
masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya
masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja
ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter fecal coli hampir di
semua sungai di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi IKA Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah
ditetapkan atau mempunyai kategori kurang.

2. Kualitas Udara
Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan

kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam
suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan data hasil
pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E),
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas udara
merupakan data hasil pengukuran langsung terhadap udara ambien pada
wilayah yang mewakili jalan utama, area pemukiman, area perkantoran dan area
industri. Pengukuran dilakukan dengan metode passive sampler pada 4 (empat)
titik di Kota Padang Panjang dengan frekuensi pemantauan 2 kali setahun yang
masing-masing frekuensi terdiri dari 14 hari. Metode passive sampler ini
dilakukan untuk 2 parameter yaitu SOX dan NOX. Hasil pengukuran dengan
metode passive sampler ini dijadikan sebagai data dasar perhitungan Indeks
Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang.

Adapun hasil dari pengukuran kualitas udara di Kota Padang Panjang
dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024
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Sumber: sumbar.bps.go.id, 2025

Dari gambar di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota
Padang Panjang selalu berada di atas angka 91 untuk periode 2020 hingga 2023.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27
Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mengkategorikan
rentang indeks kualitas udara, Kota Padang Panjang berada dalam kategori
"Sangat Baik" selama periode tersebut. Namun tahun 2024 turun menjadi 89,08
dengan kategori “Baik”, penurunan ini disebabkan oleh erupsi gunung merapi
sepanjang tahun 2024 .

Mobilisasi kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga merupakan
sumber tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Kegiatan transportasi
merupakan salah satu sektor penyumbang emisi yang menurunkan kualitas
udara, di samping itu Kota Padang Panjang juga merupakan jalur perlintasan
antar kota. Dengan demikian, kota ini menerima tekanan dalam hal peningkatan
pencemaran udara oleh emisi gas kendaraan.

Jenis kendaraan di Kota Padang Panjang didominasi oleh kendaraan
penumpang, pribadi dan kendaraan roda dua. Pada jam-jam tertentu dan pada
ruas jalan tertentu di Kota Padang Panjang terjadi kepadatan lalu lintas yang
berakibat penggunaan bahan bakar menjadi meningkat dan menghasilkan emisi
dari sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut.
3. Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai yang menggambarkan kualitas
lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas
Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang
menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan
dan tutupan vegetasi non hutan. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut dalam suatu
wilayah pada waktu tertentu. Karena di Kota Padang Panjang tidak terdapat
lahan gambut maka penentuan nilai IKL didasarkan kepada nilai Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL). Pengukuran IKTL dilakukan dengan menggunakan citra
satelit dan/atau foto udara terhadap lokasi kawasan hutan dan tutupan vegetasi
non hutan. Data perhitungan IKTL pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024
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didapatkan dari perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK, seperti terlihat pada
gambar berikut:

Gambar 2.13
Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang

Tahun 2020-2024

Sumber: Sumbar.bps.go.id, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai ndeks Kualitas Tutupan Lahan
(IKTL) Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2020
hingga 2024. Pada tahun 2020, IKTL berada pada angka tertinggi, yaitu 65,26,
yang mencerminkan kondisi tutupan lahan yang relatif baik. Namun, pada tahun
2021 terjadi penurunan tajam menjadi 56,18, dan angka ini bertahan pada tahun
2022, menunjukkan adanya degradasi kualitas tutupan lahan yang belum
berhasil diatasi dalam dua tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2023, IKTL
mengalami perbaikan dengan peningkatan nilai menjadi 62,04, yang
menunjukkan upaya pemulihan kualitas lingkungan mulai menunjukkan hasil.
Tren positif ini sedikit menurun di tahun 2024 dengan angka IKTL tercatat
sebesar 61,70, namun masih lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan beberapa titik RTH yang dideliniasi tidak dikonfirmasi oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sementara waktu sanggah itu
mengkonfirmasi hal tersebut sudah berakhir. Meskipun terjadi penurunan, secara
keseluruhan nilai rata-rata IKTL masih berada pada kategori “sedang”, yang
mencerminkan bahwa pengelolaan tutupan lahan di Kota Padang Panjang masih
membutuhkan perhatian lebih agar dapat mempertahankan dan meningkatkan
kualitas tutupan lahan di masa depan.

Berdasarkan tiga Komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di atas, dapat dilihat nilai IKLH kota Padang Panjang pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024
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Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang,

2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang
mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020,
IKLH berada pada angka 67,93, menunjukkan kualitas lingkungan yang cukup
baik. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 61,16, yang
mengindikasikan adanya penurunan kondisi lingkungan, kemungkinan akibat
peningkatan pencemaran atau penurunan kualitas elemen lingkungan lainnya.
Kondisi mulai membaik pada tahun 2022, di mana IKLH naik menjadi 66,60, dan
mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 68,44—bahkan lebih tinggi
dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan pengelolaan
lingkungan hidup mulai memberikan hasil yang positif. Namun, pada tahun 2024,
IKLH kembali menurun cukup tajam menjadi 62,62, yang menunjukkan bahwa
tantangan terhadap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup masih perlu terus
direspons secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan nilai IKLH
dihitung dari rumus yang didapatkan dari perhitungan IKA, IKU dan IKTL karena
nilai IKA, IKU dan IKTL mengalami penurunan sehingga menyebabkan nilai IKLH
juga mengalami penurunan.

4. Persampahan
Dalam upaya penanganan sampah, Kota Padang Panjang ditunjang oleh

sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sistem pengangkutan sampah di
Kota Padang Panjang menggunakan sistem wadah angkut (Hauled Container
System, HCS) dan sistem wadah tinggal (Stationary Container System, SCS).
Sistem HCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS berupa kontainer
menggunakan alat angkut armroll truck, sedangkan sistem SCS digunakan untuk
mengangkut sampah dari TPS bak bata dan bak kayu menggunakan dump truck.
Kapasitas alat angkut dump truck dan armroll truck masing-masing 8 m3 dan 6
m3, dengan jumlah dump truck sebanyak 8 unit dan armroll truck sebanyak 2 unit.



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-37

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

Upaya pengurangan sampah yang sudah ada di Kota Padang Panjang
adalah sistem bank sampah dan pengomposan di TPA Sungai Andok.
Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan
Hidup Kota Padang Panjang, saat ini terdapat 7 unit bank sampah yang tersebar
di wilayah Kota Padang Panjang. Beberapa aspek pengelolaan sampah di Kota
Padang Panjang adalah sebagai berikut:
1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan
Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan
sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting,
biodigester, dsb; daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya
memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu
proses pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan pengolahan sampah
berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat
Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas
pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Tabel 2.18
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kota Padang

Panjang Tahun 2020-2024

Tahun
% Sampah Terolah Timbulan Sampah

(ton/hari)
Timbulan Per Kapita Rumah Tangga +

Timbulan Per Kapita Non Rumah Tangga SIPSN

2020 13,21% 46,63
2021 10,95% 48,00
2022 17,47% 48,95
2023 10,12% 49,25
2024 17,07% 50,18

Sumber : SIPSN, diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam persentase
sampah yang berhasil diolah di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2020,
dari total timbulan sampah sebesar 46,63 ton/hari, sekitar 13,21% berhasil
diolah. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan, dengan 10,95%
sampah terolah dari total 48,00 ton/hari.

Tren positif terjadi pada tahun 2022, di mana persentase sampah
terolah meningkat signifikan menjadi 17,47% dari timbulan harian sebesar
48,95 ton. Namun, capaian ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023
kembali menurun ke 10,12%, meskipun timbulan sampah meningkat menjadi
49,25 ton/hari. Pada tahun 2024, pengolahan sampah kembali menunjukkan
perbaikan dengan 17,07% sampah berhasil diolah dari total timbulan yang
mencapai 50,18 ton/hari—angka timbulan tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun volume sampah terus meningkat,
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upaya pengolahan sampah masih menghadapi tantangan yang memerlukan
penguatan sistem dan kebijakan yang berkelanjutan.

2) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan
Sampah (% RT)

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
diasumsikan sebagai persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola
dengan progres Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.19
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan

Sampah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Tahun
Jumlah
Rumah
Tangga

Jumlah rumah tangga dengan
akses terhadap layanan penuh

pengumpulan sampah

Proporsi rumah tangga
dengan layanan penuh
pengumpulan sampah

2020 13.586 258 1,90%
2021 14.018 301 2,19%
2022 14.295 1307 9,14%
2023 14.383 1375 9,56%
2024 14.810 1427 9,64%

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang,

2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.19, terlihat adanya peningkatan
signifikan dalam proporsi rumah tangga di Kota Padang Panjang yang
mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah selama periode 2020
hingga 2024. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
ini naik dari 258 pada tahun 2020 menjadi 1.427 pada tahun 2024. Seiring
dengan bertambahnya jumlah rumah tangga secara keseluruhan, proporsi
rumah tangga yang terlayani juga meningkat dari 1,90% menjadi 9,64%. Hal
ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah untuk
memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan yang cukup tajam,
proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan
sampah masih berada di bawah 10% pada tahun 2024. Fakta ini
mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Padang
Panjang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah
yang optimal.

3) Tempat Pemrosesan Akhir
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kota Padang Panjang

berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan
Padang Panjang Barat. Jarak dari pusat kota ± 2 km. TPA ini sudah
beroperasi mulai dari tahun 1988 dan melayani sampah dari dua kecamatan
di Kota Padang Panjang. Adapun sistem pembuangan berupa controlled
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landfill dengan penutupan sampah dengan tanah dilakukan 3-6 hari, yang
sebelumnya dilakukan pemerataan dan pemadatan sampah dengan alat
berat. Tanah penutup didapatkan dengan membelinya. Menurut hasil
pencatatan oleh pengelola TPA, sampah masuk ke TPA sekitar 113-119
m3/hari atau 40 ton/hari. TPA Sungai Andok belum dilengkapi dengan
jembatan timbang, sehingga hasil perhitungan timbulan yang masuk hanya
dilakukan secara visual dari truk yang masuk, sehingga tidak efektif. Luas
lahan TPA sekitar 4,8 Ha dan diperkirakan penuh pada Tahun 2024.

Penanganan limbah B3 berdasarkan data Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang
Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin pengelolaan
limbah B3 di Kota Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) usaha dan/atau
kegiatan. Izin yang dikeluarkan berupa izin penyimpanan limbah B3
sebanyak 2 (dua) usaha dan/atau kegiatan yaitu RSUD Kota Padang
Panjang dan RSI Ibnu Sina, sedangkan 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan
lagi berupa izin pengangkutan Limbah B3 yaitu PT Kapur Sirih. Jumlah
limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan yang berizin berkisar 20 ton/tahun.
Limbah B3 dari kegiatan tersebut diolah oleh pihak ketiga.

A. Air Limbah Domestik
Air limbah domestik berasal dari rumah tangga yang mencakup limbah

dari kamar mandi, dapur, toilet, dan cucian. Air limbah ini mengandung zat
organik, mikroorganisme patogen, bahan kimia, dan polutan lainnya yang dapat
mencemari air tanah dan permukaan jika tidak dikelola dengan baik. Cakupan
pengelolaan air limbah domestik ini dapat diukur dengan menghitung jumlah
rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman.

Akses terhadap sanitasi yang aman penting bagi kesehatan,
kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia.
Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang
ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui
kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan
layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat
terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Akses
Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan
bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya
menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun
terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau
tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).
Capaian sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.20
Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024
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No Capaian Akses Sanitasi 2022 2023 2024
1 Akses Aman 12,49% 13,08% 13,13%

2 Akses Layak 73,69% 76,02% 76,07%

Akses Layak Sendiri 67,19% 69,52% 69,57%

Akses Layak Bersama 6,50% 6,50% 6,50%

3 Akses Belum Layak 13,82% 10,90% 10,80%

4 BABS Tertutup 0,00% 0,00% 0,00%

5 BABS 0,00% 0,00% 0,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Akses Layak + Aman 86,18% 89,10% 89,20%

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan jumlah sanitasi aman dari
12,49% di tahun 2022 dan menjadi 13,13% pada tahun 2024. Hal ini sejalan
dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pembangunan
sarana prasarana sanitasi berupa IPAL dan jamban individu serta terus
melakukan pemicuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait
pentingnya sanitasi yang aman.

Salah satu elemen kunci dari sanitasi aman adalah Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah fasilitas penting untuk mengolah lumpur tinja
dari septic tank agar aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur
yang tidak diolah dengan benar berpotensi mencemari tanah, air, dan
menyebabkan penyebaran penyakit. Tanpa fasilitas ini, proses sanitasi hanya
berhenti pada tingkat rumah tangga dan tidak menjamin bahwa limbah manusia
benar-benar ditangani dengan aman.

Data dan informasi mengenai kapasitas penggunaan dari truk tinja dan

IPLT yang ada di Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.21 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No Deskripsi SPALD-S
IPLT

Satuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)

SPALD-S
1 Nama IPLT IPLT Sei Andok

2 Status aset
Dalam Proses Serah

Terima

3 Kapasitas IPLT m3/hari 6
4 Tahun Pembangunan 2009

5 Tahun Rehabilitasi -

6 Wilayah Cakupan Pelayanan
Padang Panjang Timur dan Padang Panjang

barat
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7 Wilayah layanan terdekat km 0,5

8 Wilayah layanan terjauh km 10

Deskripsi IPLT
1 Sistem yang digunakan Bak penerima-saringan+grit chamber - Gravity

Thickener - Kolam anaerob-kolam aerasi-unit
desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying
bed-pemanfaatan padatan

2 Kondisi IPLT Bangunan rusak
3 Kualitas Effluen Sudah dilakukan uji kualitas efluen

4
Fasilitas pendukung (sumber
air, pagar, jalan akses)

Ada, Memadai

5 Kondisi jalan akses Aspal

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 2.22 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik

Infrastruktur Persentase

SPALD-S
Kapasitas Penggunaan IPLT 16,67%
Kapasitas penggunaan truk 50,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain) 66,67%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT 10,46%
Kapasitas IPLT terhadap total RT 6,97%

SPALDT
Kapasitas penggunaan SPALDT Pemukiman 83%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan -
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan -

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa kapasitas penggunaan IPLT sampai
saat ini baru mencapai 16,67 % dengan kata lain masih banyak kapasitas yang
dapat ditampung oleh IPLT. IPLT Sungai Andok saat ini berfungsi walaupun
terdapat kerusakan di terhadap pipa penghubung antara bak 1 dan bak
berikutnya. Kapasitas IPLT terhadap rumah tangga yang saat ini baru 6,97%
dan ditargetkan dapat mencapai 80 % tahun 2025 nanti.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Resiliensi Bencana

Resiliensi Bencana merujuk pada kemampuan suatu komunitas, sistem,
atau individu untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana
secara efektif. Resiliensi bencana mencakup berbagai aspek, mulai dari
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kemampuan untuk mencegah kerusakan, menanggulangi kerugian, hingga
mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi. Sementara itu, Indeks Risiko
Bencana (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana
suatu daerah rentan terhadap bencana dan kemampuan wilayah tersebut untuk
mengelola risiko yang ada, yang kemudian menjadi dasar untuk mengukur dan
memperkuat resiliensi terhadap bencana.

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana (IRB) yang dilakukan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024,
menggambarkan bahwa dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya Provinsi
Sumatra Barat, IRB Kota Padang Panjang tergolong pada kelas sedang dengan
nilai IRB 113,20. Nilai IRB Kota Padang Panjang belum mengalami perubahan
sejak tahun 2015.

Tabel 2.23
Indeks Risiko Bencana Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Sumber: Inarisk, 2025

a) Bencana Gempa Bumi
Bencana gempa bumi di Kota Padang Panjang terdiri dari dua yaitu

gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena Kota Padang
Panjang dilalui oleh sesar Bukit Jarat dan berdekatan dengan sesar besar
sumatera (zona patahan aktif). Adapun gempa vulkanik terjadi karena di sebelah
utara Kota Padang Panjang terdapat gunung Marapi yang masih aktif.

Gempa tektonik paling besar yang pernah terjadi adalah gempa tahun
1926 yang secara masif menghancurkan sebagian besar kawasan terbangun
dan infrastruktur. Bahkan kejadian ini telah menjadi hikayat atau tambo yang
diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Padang Panjang
khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat umumnya. Bencana gempa
tektonik yang tercatat terakhir dan cukup besar dampaknya adalah pada tanggal
6 Maret 2007 dengan skala 6,2 skala richter. Musibah ini memakan korban 215
orang luka – luka, meninggal dunia 4 orang, merusak Rumah Penduduk dan
Fasilitas Umum sebesar 6.424 buah. Pada tahun 2007 tersebut jumlah gempa
yang tercatat sebanyak 1.556 kali (jarak 0 – 100 Km dari stasiun BMKG Lubuk
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Mata Kucing). Hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung
berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi
Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka terdapat lima zona
kerentanan gempa bumi, yaitu :
 Zona I (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sangat tinggi) seluas ±

281,19 Ha terdapat pada Kelurahan Silaing Bawah, Silaing atas, Kampung
Manggis, Pasar Baru, Balai‐Balai, Tanah Pak Lambik.

 Zona IA (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi tinggi) seluas ± 320,02 Ha
terdapat pada Kelurahan Sigando dan Ekor Lubuk.

 Zona IB (Kerentanan risiko bahaya akan gempa bumi tinggi – sedang)
seluas ± 87,21 Ha terdapat pada Kelurahan Guguk Malintang, Ganting,
Sigando Ngalau.

 Zona II (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang) seluas ± 368,90 Ha
terdapat Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit
Surungan, Pasar Baru, Balai‐Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan
Koto Panjang.

 Zona III (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang – rendah) seluas ±
1.916,22 Ha terdapat pada hampir setiap kelurahan.

Untuk lebih jelas mengenai zona kerentanan bahaya gempa bumi di Kota
Padang Panjang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.15
Peta Bahaya Gempa Bumi

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Gambar 2.16
Peta risiko Gempa Bumi
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Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Gambar 2.17
Peta Zona Kerentanan Bahaya Gempa Bumi

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

b) Bencana Letusan Gunung Api
Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan

III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu
vulkanik. Kemudian hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan
gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei
Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka bencana yang
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disebabkan oleh letusan Gunung Marapi adalah berupa aliran Masa Marapi I dan
Aliran Masa Marapi II serta Jatuhan Masa Marapi. Secara umum potensi letusan
gunung api di Kota Padang Panjang tergolong rendah, Adapun dampak yang
dirasakan di Kota Padang Panjang adalah abu vulkanik dari letusan gunung api
tersebut. Beberapa wilayah di Kota Padang Panjang termasuk ke dalam KRB I,
Adapun daerah tersebut adalah :

1. Kelurahan Ganting
2. Kelurahan Sigando

c) Gerakan Longsor (Gerakan Tanah)
Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng

lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh
kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi
oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Faktor-
faktor penyebab tanah longsor adalah sebagai berikut:
1. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November

karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang
akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam.

2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya
pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata
air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan
longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya
mendatar.

3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah
tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut
lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah
longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan
terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah
ketika hawa terlalu panas.

4. Batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen
berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya
kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami
proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat
pada lereng yang terjal.

5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan
persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal.
Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah
dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah
terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah
karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam
dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama.
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6. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi,
ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang
ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi
retak.

7. Adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan
pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya
longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya
adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah
lembah.

8. Adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan
memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan
penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum
terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya.
Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti
dengan retakan tanah.

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama
pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan > 40 %. Bencana ini
tidak hanya merusak infrastruktur berupa fasilitas jalan bahkan merusak
perumahan penduduk serta menimbulkan korban nyawa. Secara tak langsung
bencana longsor juga disebabkan kegiatan manusia atau tidak sepenuhnya
akibat proses alam. Seperti bencana longsor yang pernah terjadi di Bukit Tui
sebagai akibat kegiatan penambangan batu kapur dan bencana longsor lainnya
sebagai akibat kegiatan pertanian pada lahan berkemiringan > 40% dan kegiatan
perambahan hutan pada hulu sungai. Secara umum bencana longsor di Kota
Padang Panjang terjadi pada daerah bukit atau gunung dengan kemiringan >
40% dan pada daerah sepanjang lembah sungai.

Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi
Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 (dua) potensi gerakan
tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan
potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun daerah yang berpotensi tanah longsor di Kota Padang Panjang
adalah:

1. Koto Panjang
2. Koto Katik
3. Tanah hitam
4. Silaing Bawah
5. Kampung Manggis
6. Sigando
7. Ganting
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Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko longsor
antara lain : melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap wilayah yang rawan
longsor, reboisasi dan penanaman vegetasi, konstruksi terasering dan dinding
penahan, perbaikan infrastruktur drainase, pengawasan dan peringatan dini,
penataan dan pembatasan penggunaan lahan serta evaluasi dan pemeliharaan
rutin terhadap struktur penahan tanah dan drainase.

d) Banjir
Pada umumnya, banjir di Kota Padang Panjang dapat terjadi akibat curah

hujan yang tinggi, letak geografis wilayah, kondisi topografi Kota Padang
Panjang yang bergelombang, serta cuaca ekstrim seiring dengan adanya
perubahan iklim sehingga menjadikan bertambahnya dataran banjir di Kota
Padang Panjang. Banjir juga diperparah oleh tumpukan air yang mengalir dari
Kecamatan X Koto dan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang letaknya
berbatasan dengan Kota Padang Panjang.

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir
yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran
banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan
dataran banjir; pemukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak
memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat
di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya
pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak
memperhatikan peil banjir.

Terjadinya banjir juga tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan
lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya banjir
antara lain:
1. Riol atau saluran pembuangan air kotor. Kota Padang Panjang sering

mengalami banjir karena tidak terawatnya saluran air, terutama saluran
pembuangan air kotor.

2. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan besar dalam banjir
karena sungai merupakan tempat mengalirnya air dari air hujan. Kegiatan
masyarakat yang tinggal di hulu sungai sering menyebabkan terjadinya
blocking mata air, sehingga ketika terjadi kenaikan debit air akibat curah
hujan yang tinggi, air tidak mengalir mengikuti aliran dan arus sungai
melainkan menuju kawasan kota dan pemukiman warga sehingga terjadi
banjir.

3. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan
lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan
semakin hari kian menurun.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)
KLHK, semua kelurahan di Kota Padang Panjang tidak ada yang mempunyai IKA
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dan IKS dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Dari 16 kelurahan, 14
diantaranya mempunyai kategori sedang dan 2 kelurahan termasuk pada
kategori sangat rendah. Berikut data dan peta IKA fan IKS Kota Padang Panjang,
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Data Kerentanan Kota Padang Panjang

No Nama Kelurahan IKA IKS Kerentanan Risiko
Banjir

Risiko
Kering

1 Silaing Bawah 0,5405 0,2725 1 1 1

2 Silaing Atas 0,5566 0,3645 3 3 3

3 Pasar Usang 0,6156 0,3635 1 1 1

4 Kampung Manggis 0,5088 0,2800 3 3 3

5 Tanah Hitam 0,4991 0,3790 3 3 3

6 Pasar Baru 0,5317 0,4960 3 3 3

7 Bukit Surungan 0,5636 0,4769 3 3 3

8 Balai-Balai 0,6470 0,4072 3 3 3

9 Koto Panjang 0,5148 0,4480 3 3 3

10 Koto Katik 0,4868 0,4347 3 3 3

11 Ngalau 0,4223 0,5144 3 3 3

12 Ekor Lubuk 0,4457 0,5248 3 3 3

13 Sigando 0,5369 0,5090 3 3 3

14 Ganting 0,5206 0,5969 3 3 3

15 Guguk Malintang 0,4702 0,3780 3 3 3

16 Tanah Pak Lambik 0,3958 0,4631 3 3 3

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Keterangan : IKS : Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas

IKA : Indeks Kapasitas Adaptif

Kategori Kerentanan :

1 : Tidak Rentan

2 : Agak Rentan

3 : Cukup Rentan

4 : Rentan

5 : Sangat Rentan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi
kerentanan wilayah di Kota Padang Panjang menunjukkan tingkat kerentanan
yang relatif cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari aspek
banjir maupun kekeringan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) di
seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang berada pada rentang 0,3958 hingga
0,6470. Nilai tertinggi terdapat di Kelurahan Balai-Balai (0,6470), menandakan
kapasitas adaptif yang relatif lebih baik dibandingkan kelurahan lainnya.
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Sementara itu, nilai IKA terendah ditemukan di Kelurahan Tanah Pak Lambik
(0,3958), yang menunjukkan kapasitas adaptif yang masih perlu ditingkatkan.
Secara umum, sebagian besar kelurahan memiliki nilai IKA di kisaran 0,4–0,6,
menandakan kapasitas adaptif masyarakat dan wilayah masih dalam kategori
rendah hingga sedang.

Dari aspek Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), rentang nilai
berkisar antara 0,2725 hingga 0,5900. Nilai IKS terendah terdapat di Kelurahan
Silaiang Bawah (0,2725), sementara nilai tertinggi ada di Kelurahan Sigando
(0,5900). Tingginya nilai IKS di beberapa wilayah menunjukkan adanya tekanan
tinggi terhadap keterpaparan bahaya dan sensitivitas yang tinggi dari kondisi
sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil penghitungan kerentanan, sebagian besar kelurahan di
Kota Padang Panjang, yaitu 13 dari 16 kelurahan (81%), masuk ke dalam kelas
kerentanan 3 (cukup rentan). Sementara itu, hanya 3 kelurahan (19%) yang
masuk dalam kategori kerentanan sangat rendah (kelas 1), yaitu Kelurahan
Silaiang Bawah, Pasar Usang, dan Pasar Baru.

Pada aspek risiko banjir dan risiko kekeringan, pola yang serupa juga
ditemukan. Sebagian besar kelurahan masuk ke dalam kategori cukup rentan
(kelas 3) baik terhadap banjir maupun kekeringan. Hanya 3 kelurahan, yaitu
Silaiang Bawah, Silaiang Atas, dan Pasar Usang, yang masuk kategori tidak
rentan (kelas 1) untuk kedua jenis risiko tersebut.

Berdasarkan data dokumen Padang Panjang Dalam Angka 2025, terkait
rekapitulasi kejadian bencana di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel
berikut.

Tabel 2.25
Data Kejadian Bencana di Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang

Tahun 2020-2024
No Jenis Bencana 2020 2021 2022 2023 2024
1 Banjir - - - 3 12
2 Gempa Bumi - - - - -
3 Tanah Longsor 1 2 - 8 7
4 Jumlah 1 2 - 11 19

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Secara umum potensi banjir di Kota Padang Panjang tergolong rendah,
namun di beberapa lokasi tertentu sering terjadi banjir. Adapun daerah yang
sering terjadi banjir :

1. Kelurahan Balai-Balai
2. Kelurahan Pasar Baru
3. Kelurahan Pasar usang

Disamping potensi banjir tersebut, Kota Padang Panjang juga berisiko
terhadap potensi banjir bandang. Banjir bandang biasanya terjadi akibat
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sempitnya alur di hulu sungai. Penyebab lainnya adalah hujan lebat. Di Kota
Padang Panjang, terjadi banjir bandang pada Mei 2024. Hal ini salah satunya
diakibatkan oleh aliran dari Gunung Marapi dan aliran dari sekitar Gunung
Singgalang yang menyatu dan masuk ke Kota Padang Panjang. Dapat
disimpulkan bahwa banjir bandang yang terjadi di Kota Padang Panjang bukan
muncul dari Kota Padang Panjang sendiri, melainkan merupakan gabungan dari
peristiwa yang terjadi di wilayah administrasi lain. Adapun daerah yang
terdampak akibat kejadian tersebut adalah :

1. Kelurahan Pasar Usang
2. Kelurahan Silaing Atas
3. Kelurahan Silaing Bawah

Untuk mitigasi ancaman banjir bandang tersebut, saat ini Kota Padang
Panjang hanya memiliki satu peringatan dini, yaitu peringatan dini untuk bencana
banjir bandang dan lahar dingin. Sistem Kerja dari Peringatan Dini atau early
warning system (EWS) tersebut adalah dengan memasang sensor pada hulu
sungai yang bertempat di wilayah Tanah Datar yaitu itu Nagari Aia Angek untuk
hulu Sungai dari Gunung Marapi dan di Nagari Pandai Sikek untuk hulu Sungai
dari Gunung Singgalang. Alat sensor tersebut dapat mendeteksi curah hujan
dan ketinggian air Sungai, juga dilengkapi dengan kamera 360 yang mana data
tersebut dikirimkan ke server yang bertempat di Kantor BPBD KESBANGPOL
Kota Padang Panjang sehingga dapat di pantau selama 24 jam. Selanjutnya
Sirine di pasang di daerah yang berpotensi terdampak Banjir Bandang dan Lahar
Dingin yaitu di Kelurahan Silaing Atas, Kelurahan Silaing Bawah dan Kelurahan
Pasar Usang. Jika pada alat terdeteksi adanya peningkatan curah hujan dan
ketinggian air, maka anggota Pusdalops akan memencet tombol peringatan dini
yang diteruskan ke Masyarakat melalui sirene.

Kota Padang Panjang dengan berbagai potensi bencana telah memiliki
relawan kebencanaan di setiap kelurahan dan dilakukan pembinaan oleh BPBD
KESBANGPOL Kota Padang Panjang yang dinamakan Kelompok Siaga
Bencana (KSB) Kelurahan. Pada Tahun 2024 terdata 160 anggota KSB
Kelurahan, yang mana masing-masing kelurahan memiliki 10 orang Anggota
KSB Kelurahan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh BPBD KESBANGPOL
Kota Padang Panjang adalah:
1. Melakukan Sosialisasi terkait kebencanaan seperti: Pentingnya Relawan

Bencana, jenis bencana dan mitigasinya , daerah-daerah rawan bencana
dan lainnya

2. Melakukan Pelatihan kebencanaan seperti: Komunikasi Radio, Survival,
Pertolongan Pertama, manajemen posko dan lainnya

3. Perpanjangan tangan kegiatan kebencanaan sosialisasi dan pelatihan yang
diadakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan pembinaan terhadap KSB Kelurahan dilakukan setiap tahun
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dengan harapan dari pembinaan yang dilakukan tersebut setiap kelurahan dapat
melakukan penanggulangan bencana secara mandiri di daerahnya masing-
masing sehingga membentuk Kelurahan Tangguh Bencana. Selain KSB
Kelurahan, di Kota Padang Panjang juga terdapat PMI, Tagana, Orari Potensi
SAR dan organisasi kebencanaan lainnya.
e) Perubahan Iklim

Secara klimatologi, Kota Padang Panjang terletak pada kawasan
pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya
sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota
hujan. Selama periode 2020–2024, kondisi klimatologi di Padang Panjang
menunjukkan tren perubahan yang cukup mencolok, baik dari segi suhu maupun
curah hujan. Suhu rata-rata tahunan secara bertahap meningkat dari 22,7°C
pada 2020 menjadi 23,0°C pada 2024, bersamaan dengan peningkatan suhu
maksimum dari 27,5°C menjadi 29,8°C. Peningkatan suhu ini disertai fluktuasi
kelembaban udara, di mana kelembaban rata-rata menurun pada 2022 hingga
89,0% dan kembali meningkat menjadi 90,2% pada 2024. Namun, kelembaban
maksimum menunjukkan penurunan signifikan dari 98,5% (2020) menjadi hanya
81,5% (2024), yang dapat mengindikasikan penurunan intensitas hujan atau
kejenuhan udara. Sementara itu, data curah hujan dan penyinaran matahari
memperkuat indikasi adanya perubahan pola iklim. Curah hujan tahunan
cenderung bervariasi, dengan titik tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 384,9 mm
dan menurun menjadi 317,1 mm pada 2024. Jumlah hari hujan pun sedikit
meningkat, dari 17,6 hari (2020) menjadi 20,3 hari (2024), menunjukkan hujan
yang lebih sering namun mungkin dengan intensitas yang lebih rendah. Di sisi
lain, durasi penyinaran matahari tetap berfluktuasi di kisaran 37–42%,
menandakan potensi perubahan dalam tingkat kecerahan dan waktu efektif
penyinaran yang dapat berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, dan
kesehatan masyarakat.

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca
dan suhu bumi yang terjadi secara global atau regional. Fenomena ini dapat
berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari beberapa dekade hingga
ribuan tahun. Penyebab utama perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini
adalah pemanasan global, yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas
rumah kaca (GRK) di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan
nitrogen oksida (N₂O). Gas-gas ini terperangkap di atmosfer, mencegah panas
yang seharusnya dipantulkan kembali ke ruang angkasa, dan akhirnya
meningkatkan suhu bumi secara keseluruhan.

Berbagai aktivitas manusia berkontribusi pada peningkatan konsentrasi
gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber utama gas rumah kaca
antara lain penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan
pestisida dalam pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan, dan sumber
lainnya. Berdasarkan data dari signsmart.menlhk.go.id, emisi gas rumah kaca di
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Kota Padang Panjang yang berasal dari sektor energi, IPPU (Industri, Proses,
dan Penggunaan Produk), pertanian, kehutanan, dan limbah tercatat sebagai
berikut:

Tabel 2.26
Sumber Emisi Gas Rumah Kaaca di Kota Padang Panjang

Sumber : signsmart.menlhk.go.id,2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Padang Panjang
secara umum berasal dari kegiatan energi dan pertanian berupa aktivitas
kendaraan bermotor, dan kegiatan peternakan serta lahan pertanian.

G. Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan
pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi
penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan
sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek
demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.
1. Jumlah dan Struktur Penduduk

Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk yang
signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, jumlah
penduduknya mencapai 53.693 orang, lalu meningkat menjadi 56.311 orang
pada Tahun 2020. Tren pertumbuhan terus berlanjut, dengan jumlah penduduk
mencapai 56.971 orang pada Tahun 2021. Kenaikan tersebut berlanjut hingga
Tahun 2022 dan 2023, di mana jumlah penduduk berturut-turut mencapai 57.850
orang dan 58.627 orang. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang
Panjang meningkat menjadi 59.453 orang, menunjukkan pertumbuhan yang
terus berlanjut. Peningkatan angka penduduk ini mencerminkan dinamika
perkembangan Kota Padang Panjang yang terus berkembang, dengan
meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan
sumber daya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun
Padang Panjang Timur Padang Panjang Barat Padang Panjang
Jumlah

Penduduk
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
Penduduk
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
Penduduk
(Orang)

2020 24.151 42,89% 32.160 57,11% 56.311
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Tahun
Padang Panjang Timur Padang Panjang Barat Padang Panjang
Jumlah

Penduduk
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
Penduduk
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
Penduduk
(Orang)

2021 24.527 43,05% 32.444 56,95% 56.971
2022 25.000 43,22% 32.850 56,78% 57.850
2023 25.432 43,65% 33.195 56,97% 58.627
2024 25.888 43,54% 33.565 56,46% 59.453
Rata2 43,27% 56,85%

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Kota Padang Panjang memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang
Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam lima tahun
terakhir, data menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki
jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Padang
Panjang Timur, dengan rata-rata persentase jumlah penduduk di Padang
Panjang Barat mencapai 56,85%, sedangkan di Padang Panjang Timur hanya
43,27%. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang
Panjang Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang
Timur.

Data kepadatan penduduk untuk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Kepadatan Penduduk 2,448 2,447 2,455 2,549 2,585

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Kepadatan penduduk Kota Padang Panjang selama periode 2020 hingga
2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat,
khususnya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk
tercatat sebesar 2.448 jiwa per kilometer persegi dan mengalami sedikit
penurunan menjadi 2.447 jiwa/km² pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022
terjadi kenaikan bertahap menjadi 2.455 jiwa/km², kemudian meningkat cukup
signifikan di tahun 2023 menjadi 2.549 jiwa/km², dan kembali naik di tahun 2024
mencapai 2.585 jiwa/km². Peningkatan kepadatan ini mencerminkan adanya
pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah kota yang luasnya tetap, sehingga
memberikan tekanan terhadap kebutuhan ruang, infrastruktur, dan pelayanan
dasar. .

2. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2020

hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, laju
pertumbuhan penduduk tercatat tinggi di angka 4,88, yang mencerminkan
pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun
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2021, terjadi penurunan tajam dengan angka laju pertumbuhan hanya 1,17,
menandakan adanya penurunan yang signifikan. Setelah itu, laju pertumbuhan
penduduk kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan 2023,
dengan angka berturut-turut 1,54 dan 1,48, namun tetap berada pada level yang
lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2024, laju
pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,46, menunjukkan adanya
pemulihan, meskipun masih belum kembali ke tingkat pertumbuhan yang tinggi
seperti pada tahun 2020.

Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Sumber:Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

3. Komposisi Penduduk
Komposisi penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok usia
produktif (15-64 tahun), mencapai 40.010 orang atau sekitar 67,31% dari total
penduduk kota. Keadaan ini menciptakan potensi bonus demografi yang
signifikan, yang bisa menjadi kekuatan utama dalam upaya pembangunan. Oleh
karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki tanggung jawab untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan
sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, penduduk usia produktif tidak
hanya akan menjadi jumlah yang besar, tetapi juga produktif dan memiliki
kualitas yang unggul. Strategi investasi dalam pendidikan yang baik dan akses
kesehatan yang merata akan memastikan bahwa bonus demografi ini dapat
memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kota, baik dari segi ekonomi
maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi antar stakeholder dan
perencanaan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mengelola dengan
efektif bonus demografi ini agar Kota Padang Panjang dapat mencapai
pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
tabel berikut.

Tabel 2.29
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan

Jenis Kelamin Tahun 2024
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Kelompok
Umur

Jenis Kelamin
Total

Total per
Kelompo

k
Propor

si
Dependen
cy Ratio Ket.Laki-laki Perempuan

0-4 3.010 2.880 5.890 15.580 26,21% 38,94% Penduduk
Muda5-9 2.520 2.480 5.000

10-14 2.440 2.250 4.690
15-19 2.590 2.370 4.950 40.410 67,31% - Usia

Produktif20-24 2.510 2.350 4.860
25-29 2.470 2.520 5.000
30-34 2.380 2.450 4.830
35-39 2.250 2.130 4.380
40-44 2.010 1.940 3.940
45-49 1.910 1.760 3.660
50-54 1.630 1.630 3.250
55-59 1.410 1.440 2.850
60-64 1.120 1.170 2.290
65-70 780 880 1.650 3.850 6,48% 9,62% Penduduk

Tua70-74 480 670 1.150
75+ 370 680 1.050
Total 29.880 29.600 59.450 59.450 100% 48,56%

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024
mencapai 48,56%. Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat
sekitar 49 orang penduduk dengan usia non-produktif yang menjadi tanggung
jawab mereka. Rasio ini terdiri dari ketergantungan penduduk muda sebesar
38,94% dan ketergantungan penduduk tua sebesar 9,62%. Fakta ini
menunjukkan bahwa beban tanggung jawab terhadap penduduk muda jauh lebih
besar dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap penduduk tua di Kota
Padang Panjang. Adanya rasio ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk
muda mengindikasikan adanya potensi beban pada sistem pendidikan dan
kesehatan, serta kebutuhan untuk fokus pada pembangunan keterampilan dan
lapangan kerja bagi generasi muda. Pemerintah dan pemangku kepentingan
perlu merancang kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan
penduduk muda.

Meskipun demikian, perhatian juga perlu diberikan pada ketergantungan
terhadap penduduk tua, dan kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan yang
memadai perlu diimplementasikan untuk mendukung kelompok ini. Pemahaman
dan manajemen yang seimbang antara kedua kelompok ini akan menjadi kunci
untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Padang
Panjang. Komposisi penduduk juga dapat diamati melalui piramida penduduk.
Piramida penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencerminkan
karakteristik ekspansif, menandakan bahwa mayoritas penduduk berada dalam
kelompok usia muda. Piramida penduduk digunakan untuk memvisualisasikan
distribusi usia dan jenis kelamin dalam populasi suatu wilayah, seperti yang
dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.19
Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024

Sumber:Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Proporsi penduduk di kelompok usia muda (0-14 tahun) terlihat lebih
besar dibandingkan dengan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). Karakteristik
ini dapat diartikan sebagai bonus demografi yang menunjukkan potensi
pembangunan ekonomi dan sosial. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebagai bukti,
sex ratio penduduk di kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 101,00,
yang berarti setiap 101 orang penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100
orang jumlah penduduk perempuan, menunjukkan komposisi penduduk yang
relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berikut perkembangan data
rasio penduduk Kota Padang Panjang tahun 2020-2024

Tabel 2.30
Rasio Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio Penduduk 101 101 101,1 101 101,53

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025
Selain kelompok usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dapat

dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Menurut tingkat
pendidikan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh lulusan SMA ke
atas, mencapai 66,40% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, berdasarkan
pekerjaan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh sektor Jasa,
mencapai 22,197 orang. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada tabel berikut.
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Tabel 2.31
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang

Ditamatkan Tahun 2024

No Pendidikan Terakhir
Jenis Kelamin

Jumlah Total
Laki-laki Perempuan

1 Tidak Mempunyai Ijazah 3,41% 4,29% 3,86%
2 SD/Sederajat 10,64% 10,58% 10,61%
3 SLTP/Sederajat 21,38% 16,86% 19,09%
4 SMA Ke Atas 64,56% 68,26% 66,4%

Jumlah 100% 100% 100%
Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama

Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No
Lapangan Pekerjaan

Utama
Jenis Kelamin

Jumlah Total
Laki-laki Perempuan

1 Pertanian 1,425 511 1.936
2 Manufaktur 1,435 1,203 2.638
3 Jasa-jasa 12,796 9,401 22.197

Jumlah 15.656 11,115 26,771
Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

4. Angka Ketergantungan
Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir

(2020-2024) menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dikaji. Pada 2020 dan
2021, rasio berturut-turut sebesar 32,53% dan 32,41%, menandakan struktur
penduduk yang ideal dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun).
Namun, terjadi lonjakan signifikan pada 2022 menjadi 52,27%, sebuah
peningkatan drastis yang diduga dipengaruhi oleh kombinasi faktor demografis
seperti peningkatan angka kelahiran, penurunan partisipasi angkatan kerja
pascapandemi, atau migrasi keluar tenaga kerja muda. Angka ini kemudian
mengalami penurunan moderat pada 2023 (48,37%) dan 2024 (48,56%),
mengindikasikan upaya stabilisasi melalui perbaikan kondisi ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.20
Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2020-2024
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Sumber: Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

Tingginya angka ketergantungan pasca tahun 2022 mencerminkan beban
demografis yang perlu menjadi perhatian utama. Dengan hampir setengah dari
populasi bergantung pada kelompok usia produktif, tekanan pada sektor
ketenagakerjaan, layanan pendidikan, dan kesehatan meningkat. Struktur ini
berpotensi menghambat akumulasi modal manusia jika tidak diimbangi dengan
peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan
kebutuhan pasar. Meski demikian, proporsi usia muda yang tinggi juga dapat
menjadi aset jangka panjang, terutama jika disertai investasi dalam
pengembangan kapasitas generasi muda melalui pendidikan vokasi dan
pencegahan stunting.

Apabila di kaji lebih dalam, berdasarkan data BPS dalam Informasi
Ketenagakerjaan Padang Panjang Dalam Tahun 2024, bahwa Jumlah
masyarakat Usia Produktif di Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 43.900
jiwa, yang tersebar di dalam kelompok umur seperti tabel berikut:

Tabel 2.33
Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur

Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kelompok
Umur

Jenis kelamin Total
Laki-laki Perempuan

Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen

15-19 2.590 11,82% 2.370 10,78% 4.960 11,30%

20-24 2.510 11,46% 2.350 10,69% 4.860 11,07%

25-29 2.470 11,27% 2.520 11,46% 4.990 11,37%

30-34 2.380 10,86% 2.450 11,14% 4.830 11,00%

35-39 2.250 10,27% 2.130 9,69% 4.380 9,98%



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-59

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

Kelompok
Umur

Jenis kelamin Total
Laki-laki Perempuan

Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen

40-44 2.010 9,17% 1.940 8,82% 3.950 9,00%

45-49 1.910 8,72% 1.760 8,00% 3.670 8,36%

50-54 1.630 7,44% 1.630 7,41% 3.260 7,43%

55-59 1.410 6,44% 1.440 6,55% 2.850 6,49%

60+ 2.750 12,55% 3.400 15,46% 6.150 14,01%

Total 29.880 100% 29.600 100% 43.900 100%

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

5. Proyeksi Demografi
Demografi memandang penduduk melalui ukuran (jumlah),

struktur/komposisi, persebaran ke ruangan serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya seperti kelahiran/fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu
wilayah tertentu (Harmadi, 2010). Dalam perkembangannya, kajian mengenai
demografi secara formal berkembang ke arah studi kependudukan dengan
melihat variabel demografis mempengaruhi variabel non demografis misalnya
pengaruh jumlah penduduk terhadap kebutuhan sarana prasarana seperti rumah
layak huni, air bersih, listrik, persampahan, sekolah, fasilitas kesehatan dan
lainnya. Hadirnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan
menegaskan bahwa penduduk diletakkan sebagai fokus/sentral (baik subyek
maupun obyek) pembangunan dalam rangka memperluas pilihan untuk
mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak dan berkelanjutan.

Kependudukan merupakan modal dasar yang berpengaruh terhadap
perwujudan Indonesia Emas 2045. Secara umum, jumlah penduduk Indonesia
terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Dinamika penduduk
yang terjadi saat ini dan akan datang dapat memberikan peluang sekaligus
ancaman dalam proses pembangunan. Perubahan komposisi penduduk yang
tidak dapat dielakkan perlu penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi
pendorong utama yang positif bagi pembangunan.

A. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 berjumlah
59.453 orang. Diproyeksikan pada Tahun 2025 berjumlah 60.264 orang atau
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terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 1,4%. Memasuki awal periode
Tahun 2025, penduduk Kota Padang Panjang akan menyentuh angka enam
puluh ribu jiwa dan terus bertambah pada periode berikutnya hingga angka tujuh
puluh ribu di akhir periode pada Tahun 2030. Jumlah penduduk Kota Padang
Panjang diproyeksikan bertambah sebanyak 6,38% dalam kurun waktu tahun
2025-2030. Adapun data proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada
tabel berikut:

Tabel 2.34
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2030

Penduduk
Tahun 2024
(orang)

Proyeksi Penduduk (Orang)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

59.453 60.264 61.033 61.802 62.572 63.341 64.110

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Meskipun jumlah penduduk diproyeksikan meningkat, berdasarkan laju
pertumbuhan penduduk terjadi perlambatan dari periode awal hingga periode
akhir. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk periode Tahun 2025-2030 rata-
rata sebesar 1,27%. Kondisi laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang
tersebut tampak pada grafik berikut:

Gambar 2.21
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang,

Tahun 2025-2030

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Parameter proyeksi penduduk yang dilaksanakan oleh BPS di atas,
didasarkan pada angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) dan angka kematian
bayi (Infant Mortality Rate/IMR). Hasil proyeksi penduduk dalam rentang Tahun
2025-2030, rata-rata TFR Kota Padang Panjang berada pada angka 2,4 Artinya,
terdapat sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan di Kota Padang Panjang
selama masa reproduksinya.
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Kemudian, angka kematian bayi/infant mortality rate (IMR) pada Kota
Padang Panjang sebesar diprediksi pada tahun 11,18 pada tahun 2025 dan
menyentuh angka 6,86 pada tahun 2030. Ini merupakan penurunan sebesar 4,32
poin dalam waktu 6 tahun. IMR yang rendah menggambarkan penduduk mampu
membeli makanan bergizi, fasilitas kesehatan lengkap, dan obat-obatan
memadai. Adapun grafik TFR dan IMR Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Gambar 2.22
Proyeksi TFR dan IMR Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu cara dalam menyajikan data struktur penduduk adalah
menggunakan kelompok jenis kelamin. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk laki-
laki 29.875 orang dan jumlah penduduk perempuan 29.578 orang dengan Rasio
101,00. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah
penduduk perempuan. Pada periode awal RPJMD hingga periode akhir RPJMD,
diproyeksikan rasio jenis kelamin cenderung menurun, namun masih berada di
angka 100 hingga Tahun 2030. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk
laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Pada Tahun 2025 hingga
2030, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk
laki-laki. Proyeksi rasio jenis kelamin ini perlu menjadi pertimbangan dalam
pengembangan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang
berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan
pembangunan laki-laki dan perempuan secara inklusif. Adapun proyeksi jumlah
penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar
sebagai berikut:
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Tabel 2.35
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan

Jenis Kelamin, Tahun 2025-2030

Jenis
Kelamin

Penduduk
Tahun
2024

(orang)

Proyeksi Penduduk (Orang)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Laki-Laki 29.875 30.279 30.667 31.054 31.440 31.827 32.176
Perempuan 29.578 29.985 30.366 30.748 31.132 31.514 31.934
Rasio 101,00 100,98 100,99 101 100,99 100,99 100,76
Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Gambar 2.23
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kota Padang Panjang, Tahun 2025 - 2030

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang diproyeksikan
mencapai 59.453 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada pada kelompok
usia produktif (15–64 tahun) sebanyak 40.010 jiwa atau sekitar 67,3% dari total
populasi. Penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) berjumlah 15.580 jiwa,
sementara kelompok lansia (>65 tahun) sebanyak 3.850 jiwa.

Angka ketergantungan total pada tahun ini tercatat sebesar 48,56, yang
berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang dari
kelompok usia tidak produktif. Sementara itu, angka ketergantungan lansia
sebesar 9,62, menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif,
sekitar 10 orang yang ditanggung adalah lansia. Untuk proyeksi jumlah
penduduk berdasarkan kelompok umur tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan

Kelompok Umur, Tahun 2025-2030
Kelompok Penduduk Proyeksi Penduduk (Orang)
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Umur Tahun
2024

(orang)
2025 2026 2027 2028 2029 2030

0-14 tahun 15.580 15.737 15.915 16.093 16.272 16.450 16.628
15-64 tahun 40.010 40.480 40.846 41.212 41.577 41.943 42.309
> 65 tahun 3.850 4.047 4.272 4.497 4.723 4.948 5.173
Angka

Ketergantungan 48,56 48,87 49,38 49,97 50,42 51,1 51,53

Ketergantungan
Lansia 9,62 10,00 10,46 10,91 11,36 11,8 12,23

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Selama periode 2025 hingga 2030, angka ketergantungan di Kota
Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan moderat. Angka ketergantungan
total naik dari 48,87 pada tahun 2025 menjadi 51,53 pada tahun 2030.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia
produktif terhadap kelompok usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) semakin
bertambah, meskipun masih berada dalam batas yang relatif terkendali.

Secara khusus, angka ketergantungan lansia juga menunjukkan
peningkatan bertahap, dari 10,00 pada tahun 2025 menjadi 12,23 pada tahun
2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia
yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang
Panjang sedang memasuki fase awal penuaan penduduk, yang membutuhkan
perhatian dalam penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta kebijakan
perlindungan lanjut usia.. Perkembangan angka ketergantungan tersebut
digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 2.24
Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2025-2030

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)
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D. Analisa Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Pertambahan jumlah penduduk seperti yang sudah dijelaskan di atas,

berbanding lurus dengan kepadatan penduduk. Semakin bertambah penduduk,
kepadatan juga meningkat. Tampak pada tabel di bawah ini, kepadatan
penduduk Kota Padang Panjang di Tahun 2024 sebesar 2.585 jiwa/km2. Pada
Tahun 2025, kepadatan penduduk meningkat menjadi 2.620 jiwa/km2 hingga
seterusnya pada akhir periode RPJMD menjadi 2.787 jiwa/km2. Rata-rata
peningkatan kepadatan penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar
1,2%.

Kepadatan penduduk dapat berdampak positif untuk meningkatkan
produktivitas daerah jika tersedianya tenaga kerja yang banyak dan terampil
diiringi ketersediaan infrastruktur serta lapangan kerja memadai. Namun, dapat
berdampak negatif seperti, menurunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan,
keamanan, dan ketahanan pangan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat
menurunkan kualitas lingkungan hidup karena adanya pencemaran udara, air,
tanah, dan suara akibat aktivitas manusia. Pada aspek kesehatan dapat
memunculkan penyakit menular akibat kontak fisik dan sanitasi yang buruk.
Kemudian, keamanan karena adanya konflik sosial akibat persaingan dan
ketimpangan sumber daya dan fasilitas umum. Lalu, ketahanan pangan karena
adanya penurunan lahan pertanian dan ketersediaan pangan. Berikut proyeksi
jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.37
Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Panjang, Tahun

2025-2030

Kategori
Eksisting
2024

Proyeksi Penduduk (Orang)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Jumlah Penduduk 59.453 60.264 61.033 61.802 62.572 63.341 64.110

Luas Lahan dalam km2 23 23 23 23 23 23 23

Kepadatan Penduduk 2.585 2.620 2.654 2.687 2.721 2.754 2.787

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang
menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah
perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukan oleh nilai PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024
mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang
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mencapai 4,84%. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat
provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih
lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai
4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan
nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang
Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin. Dalam peringkat kabupaten/kota
di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati
posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga
memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Data dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.38
Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan

Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025

Turunnya LPE Kota Padang Panjang tahun 2024 ini antara lain
disebabkan karena terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya
akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan
kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya.
Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan,
penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas
perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

PDRB ADHK Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 3.009,93 miliar
rupiah, naik dari 2.879,85 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024,
pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada lapangan usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang mengalami
pertumbuhan sebesar 8,19%, naik dari tahun 2023 yang sebesar 1,91%.
Sedangkan pertumbuhan terendah yakni pada kategori Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%, mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,87%.

Pada tahun 2024, mayoritas pertumbuhan lapangan usaha mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2023, akan tetapi terdapat beberapa lapangan
usaha yang mengalami kenaikan seperti lapangan usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum naik dari 6,52% pada tahun 2023 menjadi 7,45%
di tahun 2024. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang
dalam 5 tahun terakhir menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun Padang Panjang Sumatera Barat Nasional
2020 -1,44 -1,61 -2,07
2021 3,46 3,29 3,7
2022 4,39 4,36 5,31
2023 4,84 4,62 5,05
2024 4,52 4,36 5,03
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Tabel 2.39
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2020-2024

Kategori Lapangan Usaha
Tahun

2020 2021 2022 2023 2024
A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan
1,29 4,87 5,43 1,87 0,15

B Pertambangan dan Penggalian -2,64 2,23 2,20 4,47 2,57
C Industri Pengolahan -2,41 2,44 2,40 4,79 2,07
D Pengadaan Listrik dan Gas -6,85 2,84 2,93 3,53 3,78
E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,36 4,43 4,24 2,33 4,05
F Konstruksi -3,25 1,02 2,45 6,43 4,76
G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -1,01 3,20 5,28 4,29 3,98
H Transportasi dan Pergudangan -11,12 4,19 3,19 5,62 3,57
I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum
-12,04 7,38 10,47 6,52 7,45

J Informasi dan Komunikasi 8,33 5,42 6,53 7,51 5,63
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,97 8,72 4,52 3,57 6,81
L Real Estat 0,11 2,17 5,42 6,16 5,80

M, N Jasa Perusahaan -4,45 1,05 6,30 6,64 4,41
O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

-0,72 0,73 -1,05 1,91 8,19

P Jasa Pendidikan 5,91 1,51 5,21 1,73 2,68
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial
7,14 5,22 4,43 7,42 4,58

R,S,T,U Jasa lainnya -9,66 6,80 11,02 8,13 7,91
Produk Domestik Regional Bruto -1,44 3,46 4,39 4,84 4,52

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

Struktur ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat dari distribusi PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku yang menunjukkan lapangan usaha atau sektor
perekonomian yang berperan besar dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kota Padang Panjang adalah sebesar
4.756,96 miliar rupiah, naik dari tahun 2023 yang sebesar 4.474,08 miliar rupiah.
Lapangan usaha yang memiliki share atau distribusi terbesar pada tahun 2024
dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang adalah Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,28%; Transportasi
dan Pergudangan sebesar 11,77%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,88%;
Konstruksi sebesar 9,58%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 9,52%, dan Jasa Pendidikan dengan
kontribusi sebesar 9,52%.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, keenam lapangan usaha tersebut
selalu mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang, meskipun lapangan
usaha Konstruksi mengalami sedikit penurunan dari 9,67% pada tahun 2023
menjadi 9,58% di tahun 2024. Lapangan usaha Transportasi dan Komunikasi
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juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar
12,20% menjadi 11,77% di tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha Jasa
Pendidikan juga mengalami penurunan dari 9,59% pada tahun 2023 menjadi
9,52% di tahun 2024. Distribusi dari masing-masing lapangan usaha yang
membentuk struktur perekonomian Kota Padang Panjang dalam lima tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Distribusi PDRB ADHB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2020-2024

Kategori Lapangan Usaha
Tahun

2020 2021 2022 2023 2024
A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan
5,15 5,12 5,14 5,08 4,99

B Pertambangan dan Penggalian 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25
C Industri Pengolahan 8,43 8,48 8,31 8,34 8,30
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24
F Konstruksi 9,83 9,62 9,51 9,67 9,58
G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,96 17,51 18,15 18,15 18,28
H Transportasi dan Pergudangan 11,77 11,82 11,94 12,20 11,77
I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum
2,64 2,75 2,82 2,82 2,89

J Informasi dan Komunikasi 9,52 9,65 9,78 9,88 9,88
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,15 4,46 4,42 4,26 4,31
L Real Estat 3,59 3,53 3,50 3,61 3,65

M, N Jasa Perusahaan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

10,09 10,28 9,60 9,29 9,52

P Jasa Pendidikan 10,14 9,89 9,89 9,59 9,52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial
1,54 1,59 1,55 1,59 1,59

R,S,T,U Jasa lainnya 4,51 4,65 4,76 4,91 5,10
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai
5,31 persen, naik sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan
pada tahun 2023. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang
selama 5 tahun 2020-20234 menunjukkan tren yang fluktuatif, dan cenderung
naik pada 2 tahun terakhir, dari 5,14% di tahun 2022, naik menjadi 5,24% di
tahun 2023 dan kembali naik menjadi 5,31% di tahun 2024. Meskipun tingkat
kemiskinan Kota Padang Panjang cenderung naik dalam 2 tahun terakhir, tingkat
kemiskinan di Kota Padang Panjang tahun 2024 tetap lebih rendah dibandingkan
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dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-
masing tercatat sebesar 5,97% dan 8,57%.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat,
tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang berada di tengah-tengah, yaitu lebih
rendah dibandingkan 11 daerah, akan tetapi belum mencapai tingkat kemiskinan
serendah tujuh daerah lainnya.

Gambar 2.25
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang, Provinsi

Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025

Gambar 2.26
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dan

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2024

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025

Kenaikan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah
penduduk miskin di Kota Padang Panjang. Trend penduduk miskin ini dalam
kurun waktu 2020-2024 fluktuatif, dan dalam 2 tahun terakhir, 2023-2024,
menunjukan kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-69

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

Padang Panjang berjumlah 2.840 orang, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk
miskin telah mencapai 3.060 orang.

Kenaikan jumlah penduduk ini antara lain disebabkan naiknya Garis
Kemiskinan yang menjadi tolok ukur BPS menentukan ukuran minimum
pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
pokok, termasuk kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Garis Kemiskinan di Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir terus
menunjukan kenaikan, dari Rp.491.142,- menjadi Rp.634.303 pada tahun 2024.
Hal ini menunjukan bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah terjadi
kenaikan Garis Kemiskinan sebesar Rp.143.160, atau sebesar 29,15%. Garis
Kemiskinan tahun 2024 ini berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera
Barat yang mencapai Rp.708.416, perkembangannya dapat dilihat pada gambar
berikut :

Gambar 2.27
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Padang Panjang

Tahun 2020-2024

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P1 adalah
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Sedangkan P2 adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran
penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai
indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk
miskin.

Nilai P1 dan P2 Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024
cenderung fluktuatif. Nilai P1 Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 0,46,
sama dengan tahun 2020, meskipun sempat mengalami kenaikan tertinggi
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menjadi 0,76 pada tahun 2021. Sedangkan nilai P2 Kota Padang Panjang tahun
2024 sebesar 0,07, turun dari tahun 2020 yang sebesar 0,08.

Nilai P1 tahun 2024 sebesar 0,46 turun dari 0,70 pada tahun 2023,
menunjukan bahwa pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran penduduk miskin
Kota Padang Panjang cenderung makin mendekati garis kemiskinan Rp.643.303
dan juga semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.
Nilai P1 Kota Padang Panjang tahun 2024 ini berada dibawah nilai Provinsi
Sumatera Barat yang mencapai 0,74. Sedangkan nilai P2 tahun 2024 sebesar
0,07, turun dari 0,17 pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Padang Panjang semakin
berkurang. Nilai P2 Kota Padang Panjang tahun 2024 ini berada di bawah nilai
P2 Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 0,15. Perkembangan datanya dapat
dilihat pada gambar berikut di bawah ini:

Gambar 2.28
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025

C. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu
wilayah, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, yang
digunakan untuk membantu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan
membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah.

PDRB per Kapita dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu
berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas dasar Harga Berlaku
(ADHB). Pada tahun 2024, PDRB ADHK per Kapita Kota Padang Panjang
mencapai Rp.50,62 juta dan PDRB ADHB per Kapita mencapai Rp.80,01 juta.

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang cenderung mengalami kenaikan
setiap tahunnya. PDRB ADHK per Kapita naik dari Rp.45,34 juta pada tahun
2020 menjadi Rp.50,62 juta di tahun 2024, atau naik sebesar Rp.5,28 juta. PDRB
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ADHB per Kapita juga mengalami kenaikan dari Rp.61,92 juta di tahun 2020
menjadi Rp.80,01 juta di tahun 2024 atau naik sebesar dari Rp.18,01 juta. Dapat
dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.29
Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota

Padang Panjang Tahun 2020-2024

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025, diolah

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang tahun 2024 ini lebih tinggi
dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat, dimana PDRB
ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.34,16 juta dan PDRB
ADHB per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.57,04 juta.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat,
PDRB ADHK per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2024 berada pada posisi
ke-3 setelah Kota Bukittinggi dan Kota Padang, sedangkan PDRB ADHB per
Kapita juga berada pada posisi ke-3 setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Data perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada
tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.41
Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2020-2024
Tahun Padang Panjang Sumatera Barat

PDRB ADHK
per Kapita

PDRB ADHB
per Kapita

PDRB ADHK
per Kapita

PDRB ADHB
per Kapita

2020 45.343.43 61.920,25 30.696,21 43.825,66
2021 46.214,80 64.124,46 31.264,98 45.218,16
2022 47.543,66 70.732,08 32.166,76 50.263,83
2023 49.121,63 76.314.40 33.188,07 54.326,60
2024 50.627,07 80.012,14 34.167,59 57.047,21

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025, diolah



RANCANGAN AKHIR RPJMD
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025-2029
II-72

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

Tabel 2.42
PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025, diolah

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasa disebut tingkat
pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif
secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun
sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang
adalah sebesar 4,94%, turun sebesar 0,55 poin dari tahun 2023 yang berjumlah
5,49%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, angka ini lebih
baik sebesar 0,45 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti
ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Kabupaten/ Kota Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Harga Konstan Harga Berlaku

Kab. Kep. Mentawai 67,335.09 67,335.09
Kab. Pesisir Selatan 35,994.91 35,994.91
Kab. Solok 44,811.95 44,811.95
Kab. Sijunjung 50,608.60 50,608.60
Kab. Tanah datar 45,066.39 45,066.39
Kab. Padang Pariaman 58,385.81 58,385.81
Kab. Agam 50,019.19 50,019.19
Kab. Lima Puluh Kota 51,985.41 51,985.41
Kab. Pasaman 38,245.84 38,245.84
Kab. Solok Selatan 38,905.35 38,905.35
Kab. Dharmasraya 58,713.54 58,713.54
Kab. Pasaman Barat 46,258.89 46,258.89
Kota Padang 88,225.31 88,225.31
Kota Solok 69,987.76 69,987.76
Kota Sawahlunto 73,597.61 73,597.61
Kota Padang Panjang 80,012.14 80,012.14
Kota Bukittinggi 93,968.08 93,968.08
Kota Payakumbuh 64,205.93 64,205.93
Kota Pariaman 69,169.90 69,169.90
Jumlah 56,915.13 56,915.13
Provinsi Sumatera Barat 57,047.21 57,047.21
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Gambar 2.30
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang,

Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025, diolah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih
baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan
Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten
Agam, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Solok. Perbandingan datanya dapat
dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.31
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang dan

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Barat
Tahun 2024

Sumber : https://sumbar.bps.go.id, 2025
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Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, setelah sempat turun 7,
22% pada tahun 2020 menjadi 4,84% pada tahun 2022, tingkat pengangguran ini
kemudian mengalami kenaikan menjadi 5,49% di tahun 2023 dan kembali turun
menjadi 4,94% di tahun 2024. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang
merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia
kerja (15 tahun ke atas) Kota Padang Panjang sempat turun dari 69,81% di
tahun 2020 menjadi 64,02% di tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan pada
tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 66,05% dan 66,33%.
Perkembangannya dapat dilihat pada grafik di bawah :

Gambar 2.32
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Sumber : Https://padangpanjangkota.bps.go.id, 2025, diolah

E. Indeks Gini

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan
tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, dengan kisaran nilai
antara 0-1, dimana nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan
tingkat ketimpangan yang semakin tinggi atau porsi pendapatan terbesar hanya
didominasi oleh sekelompok kecil orang saja, dan Rasio Gini yang bernilai 0
menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap
orang memiliki pendapatan yang sama. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan
agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan
antar penduduk.

Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar
0,266, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,273.
Sejak tahun 2020, tren Indeks Gini Kota Padang Panjang terus menunjukkan
penurunan, yang menandakan adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan
di kota ini. Penurunan Indeks Gini mencerminkan semakin berkurangnya


